
RUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR f0 TAHUN 2Ol9

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PRQSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IGBUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

b.

BUPATI TAPIN,

bahwa dalam rangka untuk memberikan

pedoman bag, Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya, maka dipandang perlu mengatur

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi

Pamong Preia Kabupaten Tapin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Tapin tentang Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah l"aut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

I

2.
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,

Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9\;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244,

Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telatr diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 292,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL7 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 604ll;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OL8

tentang Satuan Polisi Pamong haja (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor

72, Tambahan kmbaran Negara Republik

4-

5.

6.
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8. Perahrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ot9 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuemgan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2O1O tentang Pedoman Pelaporan Sahran

Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLO Nomor L62l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2OIl tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 7O\;

Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tatrun 2OLt tentang Standar Operasional

Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20tl Nomor

7Os);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2OL9 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkr-rngan Pemerintatr Daerah (Berita Negara

9.

lo.

11.

12.

13.
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Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

Peraturan Daerah lGbupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2OL6 tentang Pembenhrkan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2016 Nomor O9);

Peratrrran Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2OL4

tentang Pedoman Penyu.sunan Standar

Operasional Prosedur Penyelenggaraan

Pemerintatran di Linglungan Pemerintah

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tatrun 2OL4 Nomor 05);

Perattrran Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2OL6

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2Ol8

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tfrgas dan

F\rngsi serta Tata, Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2OI8

tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan

Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Tapin

Talrun 2Ol8 Nomor 43);

15.

16.

t7.

18.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUMN BUPATI TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adatah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daeratr yang memimpin pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeratr Kabupaten Tapin.

6. Kepala Satuan adalatr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan

Kebakaran Kabupaten Tapin.

7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang selanjutnya

disebut Satpol PP dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong

Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang merupakan

Perangkat Daerah yang berhrgas dan berftrngsi untuk menegakan

Perattrran Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah,

menyelenggarakan ketertiban urnum, ketenteraman masyarakat,

dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan Kebakaran.

8. Polisi Pamong haja yaurry selanjutnya disebut Pol PP adalah

anggota anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah

yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi flrgas,

tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daeratr dan

Peraturan Kepala Daerah, penyelengga.raan ketertiban umum dan

ketenteraman serta pelindung.rn masyarakat.

9. Standar Operasional hosedur yang selanjutnya disingkat SOP

adalah serangkaian petunjuk tertr:lis yang dibakukan mengenai

proses penyelenggaraan tugas-tu
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10. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut

SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja,

dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan

tugas menegakan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan

kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum

terhadap Peratrrran Daeratr, dan Peraturan Kepala Daerah serta

penyelenggaraan ketertiban umu.m dan ketenteraman serta

pelindungan masyarakat.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS

adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi flrgas melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturran

Daerah sesuai dengan ketentuan perattrran pemndang-

undangan.

12. Penyidikan adalatr serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari

serta mengumpulkan buhi yang dengan buld itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkarrya.

13. Atasan PPNS adalah PPNS yarlg ditunjuk oleh instansinya

dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan

menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi

kewenangannya.

14. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman

sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang

disebut dalam fitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun
peratrrran pemndang-undangan lainnya.

15. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah

serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan

sebagaimana diatur dalam peraturan pemndang-undangan

sesuai dengan lingkup hrgas dan wewenangnya.
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16. Komandan Peleton yang selanjutnya disebut Danton adalah

pimpinan lapangan yang memimpin 3 sampai 5 regu dan

berhrgas mengatur Komandan Regunya sesuai dengan hrgas

yang diperintahkan oleh Pimpinan yang lebih tinggr.

17. Komandan Regu yang selanjutnya disebut Danrr adalah

pimpinan unit terkecil yang memimpin 5 sampai 12 orang

anggota dan berttrgas mengatur anggotanya sesuai dengan tugas

yarg diperintahkan oleh Komandan Peleton (Danton) dilapangan.

18. Anggota Regu adalah seseorang yang ditempatkan pada regu

tertentu dan diberi tanggungiawab unhrk melaksanakan suatu

hrgas tertentu oleh Komandan Regunya.

19. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya, berdasarkan bul$i permulaan, patut diduga sebagai

pelaku tindak pidana.

20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang

suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami

sendiri.

2l.Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suahr

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri darr ia

afami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

22.Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan.

23. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang laitx,

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menaltdakan bahwa

telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
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24. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi

yang dibuat oleh pejabat umum yang bennrenang atau yang

dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang

kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas

tentang keterangannya itu.

25. Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

sendiri atau alami sendiri.

26. l.aporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang

karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada

pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga

akan terjadinya peristiwa pidana.

27.Iaporat Kejadian adalatr laporan tertulis yang dibuat oleh

petr,rgas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui

pemberitahuan yang disampaikan oleh seseoralrg karena hak

atau kewajiban berdasarkan undang-undang.

28. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah

tempat dimana suahr tindak pidana dilakukan/terjadi dan

tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban

dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana

tersebut dapat ditemukan.

29. Pemanggllan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, frt,
atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan

dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.

30. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan,

kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang

bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah

terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun

barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
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31. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau

terdalfira, apabila terdapat cukup bukti serta ketenhran hukum

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau

peradilan dalam hat serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang.

32. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa

ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau

Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang.

33. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya

terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam

penyidikan, penuntutan dan peradilan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan SOP Satpol PP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

Satpol PP dalam melaksanakan tugas unhrk meningkatkan

kepahrhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah,

dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban

tlmum, ketenteraman masyarakat, dan perlindung€rn masyarakat.

Pasal 3

SOP Satpol PP ini berhrjuan untuk mewujudkan keseragaman

pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan

Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, serta penyelenggaraan

ketertiban umurn, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan

masyarakat.
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(1)

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan hrgas operasional sesuai

dengan SOP Satpol PP.

Pasal 5

SOP Sa@ol PP terdiri atas:

a. SOP Penegakan Peraturan Daerah;

b. SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

c. SOP Pelaksanaan Pengawalan Pejabat/Orang-Orang Penting;

d. SOP Pelaksanaan Pengamanan Tempat-Tempat Penting; dan

e. SOP Pelaksanaa.n Operasional Patroli.

SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I, [a.mpiran II, Lampiran III, L,ampiran IV dan

l"ampiran V yarg mempakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Petunjuk Telsris SOP Satpol PP sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pelaksanaan SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui

Dolimmen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satpol PP dan Kebakaran.

(21
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

(1) Setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan

SOP Satpol PP wqiib membangun komitmen tinggr untuk

mendukung pelaksanaannya.

(2) Setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan

SOP Satpol PP wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama

maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

(3) Setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan

SOP Satpol PP wajib memperhatikan ketentuan perahrran

perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan hrgasnya.

(a) Setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan

SOP Satpol PP wajib memilik pengetatruan dan kemampuan

pengelolaan administrasi sesuai ketenttran peraturan perundang-

undangan.

(5) Setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat di dalam pelalsanaan

SOP Satpol PP wajib menguasai teknologi dan mampu

mengoperasikan peralatan teknis yang disediakan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SOP Satpol PP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disediakan sara.na dan

prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan, yang

digunakan secara efisien, efektif, dan tetap waktu.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

padatanggal 1O Desemt,er 2O1g

Diundangkan di Rantau

pada 30 Desr:mber 2O1)

KABUPATEN TAPIN,

I.ANSYAH

BERITA DAE KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OL9 NOMOR 3a



LAMPIRAN I PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

BUPATI TAPIN
]o TAIIIIN 20 19

iO nES--rr'1RER 2A 19

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN

Nomor SOP
Taneeal Pembuatan
Tanesal Revisi
Tanssal Efelctif
Disatrkan oleh Bupati Tanin
Nama SOP Penegal€n Peraturan Daerah

KualifikasiPelaksana :

a. Memiliki pengetahuErn mengenai produk hukum daerah dan perundang-
undangan lainnya;

b. Mematrami dengan kegiatan yang harus dilakrrkan dalam menunjang tugas;
c. Mematrami dengan ketetuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
d. Mematrami dengan ketentuan tentang penegakan peraturan daerah;
e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan

tepat sasaran dan tepat waktu.

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran
Daerah;

b. Perattrran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri R[ Nomor 54 Tahun 20ll tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

d, Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentarrg
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah;

e. Perahrral Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususan Organisasi, T\rgas dan F\rngsi Serta Tata Kerja Perangkat

Peralatan /PeKeterkaitan :

a. Perangkat pendukung operasional penegakan peraturan daeratr;

b. Komputer khusus unttrk prosessing kegiatan penegakan perahrran daeerah;

c. Fihing u-binct untuk menyimpan arsip/dokumen Penegakan peraturan
daeratr;

SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarahat.
SOP Pelaksanaan Operasional Patroli.

PencatatandanPendataan :Peringatan :

Dokumentasi kegiatan penegakan peraturan daeratr; dan
dokumentasi penindakan pelanggaran perattrran daerah.

SOP ini menrpakan prosedur baku yaflg w4jib dilaksanakan dala'n
penegakan peraturan daeratr dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidalcpastian, ketidaktransp€rranan, ketidaksinkronan
dan ketidaktepatan walctu serta kelambanan dan kelambatan dalam
penegakan peraturan daerah.



Mencatat dalam surat agenda
masuk dan meneruskan
kepada KEPAL,A SATUAN
milalui Sekretaris SatPol PP

dan Kebakaran Berkas
permohonan
lengkaP dan

pertimbangan
Sekretaris

Satpol PP dan

Meneruskan berkas
permohonan Penindakan
preventif non Yustisial serta
memberikan Pertimbangan
kepada KePala Satuan

Berkas
permohonan
lengkap dan

pertimbangan
Sekretaris

Satpol PP dan
Kebakaran

Mempelajari berkas
permohonan dan
memberikan disPosisi kePada
KABID. PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH

Mempelajari disPosisi
KEPALA SATUAN dan berkas
permohonan serta
melaksanakan raPat
koordinasi dengan unit
terkait

Menyampaikan laPoran hasil
rapat koordinasi kePada
KEPAIA SATUAN



Mempelajari hasil rapat
koordinasi dan memberikan
perintah tindak lanjut
penindakan pelanggaran
Perda.
Menerirna perintah tindak
lanjut dan membuat Surat
Perintah Tugas Penyelidikan
terhadap pelanggeran Perda
kepada KASI. UDIK & SIDIK

Surat
Perintah
Tugas

Tindakan
Preventif dan
Penyelidikan

Melaksanelcan Surat
Perintah Penyelidikan atas
pelanggaran perda dan
menyampaikan laporan hasil
penyelidikan.

1O. I Mempelajari laporan hasil
penyelidikan, menerbitkan
dan menyerahkan Surat
Teguran Pertama atas
pelanggaran perda.

Melaksanal<an patroli
berkala, jika terjadi kasus
dengan pelaku yang sanra
maka disampaikan laporan
ketidaktaatan atas teguran
pertama kepada KEPALA
SATUAN

Menerima dan mempelajari
laporan pelanggaran kedua
atas perda dan menerbitkan
Surat Teguran Kedua atas
ketidak taatan terhadap
Surat Teguran Pertama



UMPEG

Menyerahkan Surat Teguran
Kedua atas pelanggaran
perda

Melaksa.nakan penyelidikan
secara berkala dan
melaporkan hasil
penyelidilen kePada Kabid.
Perundang-Undangan
Daerah

Surat
Teguran
Ketiga

Laporan Hasil
Pemantauan
lapangan/pe-

nyelidikan

Mempelajari LaPoran hasil
penyetidikan, jika masih
terjadi kasus dan pelaku
pelanggaran yang sama,
menerbitkan Surat Teguran
Ketiga.

Surat
Teguran
Ketiga

Tanda
Terima dan

hasil
pemantauan

lapangan

Menyerahkan Surat Teguran
IGtiga dan memantau
ketaatan dalam pelaksanaan
peraturan daerah, jika masih
terjadi pelanggaran
melaporkan hasil
pemantauan kePada I(ABID.
PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAHdengan tembusan
KEPALA SATUAN

Memerintahkan penyidikan
terhadap pelanggaran
peraturan daerah.

t7

KET.

Bsgi
kasus

nya 
Iyarls 
I

telah

n!



Hasil
pemerikeaa
n saksi dan
tersangka

Perintah
Penyidikan
dan surat

pemanggilan
saksi dan
tersangka

Melaksanakan Pemanggilan
dan pemeriksaan saksi-saksi
dan tersangka Pelanggaran

D.

DAERAHdengan tembusan
KEPALA SATUAN Hasil rapat

koordinasi
dengan
unsur

terkait dan
Rencana

Aksi
Operasi
Terpadu

Berkas
per:mohonm,

bukti
pelanggran,

hasil
pemeriksaan

saksi dan
tersar4la,

scrta dokrmett
administrasi

teguran
tertulis.

Mempelajari laPoran hasil
pemeriksaan dan
melaksanakan raPat
koordinasi dengan unsur
terkait.

Pelanggara
n Perda

yang siap
di proses

dan
ditindak
lanjuti

Rencana aksi
Operasi
terpadu

Melaksanakan OPerasi
Gabungan Penegakan
Peraturan Daerah oleh Tim
Terpadu

Jumlah
Pelanggaran
perda, bukti
pelanggaran,

tersangka
dan saksi

Melakeanakan Sidang
Pelanggar'an Peraturan
Daerah



Pengadilan

MUTU BAKU

KET.

NO AKIIVITAS
Persyaratan &
Kelengkapan

Waktu Output
Subbag.
UMPEG

rEffi$
SATPOL PP I

dan I
KASAT

Kabid
PerULJan
Daerah

Kasi
udik&
sidik

Kasi.
Binwasluh

PPNS

I 9 10 t2 13 l4 15 6 L7

I 2 3 4 5 6 7
Jumlah

pelanggaran
perda, bukti
pelanggaran,

tersangka
dan saksi

E€rta
Keputusan

Sidang
Tioirinc

30
menit

Laporan
Hasil

penindakan
pelanggaran
peraturan

daerah

22

23

Membuat laPoran Hasil
Penindakan Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
menyampaikannYa kePada
KEPAI,A SATUAN

t- Iaporan hasil
penindakan
pelanggaran
peraturan

daerah

4 jam Iaporan
hasil

penindakan
pelanggaran
perahrran

daerah dan
telaahan
kebljakan

Mempelajari laPoran hasil
penindakan Pelan ggaran
peraturan daerah, membuat
telaahan kebijakan serta
menemskan kePada BUPATI



LAMPIRAN II PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

BUPATI TAPIN
,0 TAETTI{ ?c 19

l0 DESif,'1BEP 20 19

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN

Nomor SOP
Tanssal Pembuatan
Tanssal Revisi
Tanssal Efektif
Disahkan oleh Buoati Taoin
Nama SOP Ketertiban Umum dan KetenGraman Masyarakat

KualifikasiPelaksana :

a.. Memiliki pengetahuan mengenai produk hukum daerah dan
perundang-undangan lainnya;

b. Memahami dengan kegiatan yang harrs dilakukan dalam
menunjang tugas;

c. Memaharni dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
pelaksanaan kegiatan;

d. Memahami dengan baik ketentuan tentang ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tatrapan
sasaran dan tepat wakttr.

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daeratr;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pa:rrong Praja;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2OLl tentang

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembenhrkan dan Sususan Perangkat Daeratr;
e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Sususan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

PeralatanKeterkaitan :

a. Perangkat pendukung operasional pembinaan ketertiba-n urnum
dan ketenteraman masyarakat;

b. Komputer khusus untuk prosessing kegiatan pembinaan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;

c. Pillhg qbinet untuk menyimpan arsip/dokumen pembinaart
ketertiban umum dan ketentera.anan masyarakat;

1. SOP Penegakan Peraturan Daerah;
2. SOP Pelaksanaan Pengawalan Pejabat/ Orang-Orang Penting;
3. SOP Pelaksanaan Pengamanan Tempat-Tempat Penting;
4. SOP Pelaksanaan Operasional Patroli

PencatatandanPendataan :Peringatan :

a. Dokrmentasikegiatan pembinaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat; dan

b. Data pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

SOP ini merupakan prosedur baku yang wqjib dilaksanakan dalam
pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, jika tidak
dilaksanakan akm mengakibatkan ketidakjelasan, ketidaksinkronan, dan
ketidatctepatapan waktu serta kelambanan dan kelambatan dalam
pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



kogram kerja seksi
ketertiban umum dan

ketenteraman

Data dan informasi
kondisi riil lapanganMelaksanakan survey P€ngumpulan data dan

informasi kebutuhan pembinaan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat pada

subjek, objek dan aasaran pembinaan
Data dan informasi

kondisi riil lapanganMengolah dan menganalisa data dan informasi
kebutuhan pembinaan ketertiban umum dan
ketenteraman masYarakat.

Rencana kegiatan
binatibum dan
trammas dan

telsahen

Kebutuhan
pembinaan tibuo dan

tIFrnmas
Menyusun rencana kegiatarr pembinaan
ketertiban umum dan ketenterarnan
masYarakat,
mengqiutat UAN

metatui ms DAN

KETENTERAMAN MASYARAIGT

Mempelajari telaahan KASI. OPDAL, dan
rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum
dan ketenteralnan masyarakat, memberikan
pertimbangan serta meneruskan kepada
i<BPET,N SATUAN MCIAIUi SEKRETARIS SATPOL
PP dan KEBAKARAN

Pertimbaagan KABID.
KETERTIBAN UMUM

DAN KETENIERAMAN
MASYAMKAT

Rencanakegiatan
bina6bum dan
trammas dan

telaahan

Memberikan pertimbangan berdasarl<an
telaahan KASI. OPDAL dan pertimbangan
KABID. KETERTIBAN UMUM DAN

KETENTERAMAN MASYARAKAT
Araban tindak lanjut

KEPAIASATUAN
Rencanakegiatan
binatibum dan
ffemmaS d6a

telaahan

PDAL,
DAN TRANMAS
dan I(EBAI(ARAN

serta rencana kegiatan bina tibum dan tranmas,
memberikan disposisi tindak lanjut



NO AT(TIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KEf,.Kasi.
OPDAL

Kabid.
fibuo&

Ttammas

SEKRETARIS
SATPOL PP

dao
KERAKARAN

KEPAI.A
SATUAN

Aaggota
Satpol PP

dan
PPNS

TNr/
POLRI

lnstansi
dan Pihak

terkait

Persyaratan &
Kelengkapan

Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo ll L2 13

8. Menyusun rencana tindakan pembinaan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

f
Rencana kegiatan
bina tribum dan

b'qmmas dan arahan
KEPAI^A SATUAN

2 jalrr Rencana thdal€n
pembinaan tibum

dan t'qmmasl

9. f 1 30
menit

Persamaan persepei
dan peoahamao
rencana kegiatan

Memberikan briefing pra pelaksanaan kegiatan
pembinaan ketertiban umum, dan ketenteranran
masyarakat non represif. - -

pembinaen tibum dan
trammas

10. Menyiapkan personil, bahan, perlengkapan,
media pembinaan serta saralta dan prasararra
serta Su.rat Perintah T\rgas pembinaan
ketertiban dan ketenteraman masyarakat

30
menit

Personil, bahan,
perlengtcapan, media

petaksanaan dan
SPT

Bahan
tsrmaeuk
Perda dan
Mup

pembina.n tibum dan
tl.ammas

11.

I a Personil bahan,
perlengkapan,

media pelaksanaan
dan SPT

3 hari laporan kegiatanrYlclir.tssar,Il4Ba lEraruutut As Lsr quru urlrur
ketenteraman maqlarakat secara persuasif baik
s€cara individu maupun kelompok. T

t2. Melaksanakan pembinaan tertib pemerintahan
melalui piket jaga secara bergiliran,
pemantauan pengamanan gedung-gedung
pemerintah.

I I Personil bahan,
perlenglapan,

media pelaksanaan
dan SPT

t hari Laporan kegiatan

13. Personil bahan,
perlengkapan,

media pelaksanaan
dan SPT

3 hari laporan kegratanMelaksanal€tn pembrnaan tertrb sosral metalur
inspeksi rnendadak, razia.dan patroli secara
rutin dan teratur I

14. Laporan semua
kegiatan masinf
masing kelompok

kerja

30
menit

Laporan hasil
kegiatan bina

tibum dan
trammas

MetaKsanaKan evanuasl oelsama ulsEansl fert|salL
pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban
umum dan ketenteralran masyarakat. I I I

15. Men5rusun laporan hasil pelaksaan kegiatan
pembinaan ketertiban umum dan pembinaan
masvarakat, membuat telaahan kebiiakan

E
Laporan hasil
kegiatan bina

tibum dan trammas

30
menit

Laporan lengkap
pelaksanaan
kegiatan dan

telaahan
kebijaken

disampaikan kepada KEPALA SATUAN melalui
KABID. KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

\



NO AT$TVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET.Kasi.
OPDAL

Kabid.
Tibum&

Ttammas

SEKRETARIS
SATPOL PP

dan
KERAKARAN

KEPAIA
SATUAN

Anggota
Satpol PP

dan
PPNS

TM/
POLRI

Iastansi
dan Pihak

terkait

Persyaratan &
Kelengkapan

Waktu Output

I 2 3 + 5 6 7 8 9 10 11 l2 13

16. Mempelajari laporan pelaksanaan keglatan
pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat memhrilen pertimbangan dan
rneneruskan kepada KEPALA SATUAN melalui
SEKRETARIS SATPOL PP dAN KEBAKARAN

laporan lengfup
pelaksanaan
kegiatan dan

telaahan kebijakan

15
menit

Pertimbangan KABID.
KETERIIBAN UMUM

DAN KETENTERAMAN
MAS'YARAKAT

t7. Mempelqiari laporan pelaksalaan kegiatan
pembinaan ketertiban umum dan ketenGraman
masyarakat, memberikan pertimbangan dan
meneruskan kepada KEPAI.A SATUAN

t -l
I-aporan lengkap

pelaksanaan
kegiatan dan

telaahan kebilakan

15
menit

Fertimbangan
SEKRETARIS

SATPOL PP dan
KEBAIGRAN

16. Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan
pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman
maeyarakat dan pertimbangan IGBID.
KETERTIBAN UMUM DAN KETEMEMMAN
MASYARAKAT, memberikan arahan kebijakan
serta memerintahkan pendokumentasian

Laporan lengkap
pelaksanaq- lregiatan

dan telaahan
kebijakan d.n

Pertimbengeq KABID.
KETERABANUMT'M

DAN
KETENTERAMAN

MASYARAKAT

l5
menit

Arahan kebijakan
dan perintah pen-
doktrmentasian

L7. Mendokumentasikan laporan pelaksanaan
kegiatan pembinaan ketertiban umurn dan
ketenteraman masyarakat. I la.poran lengkap

pelaksanaan
kegiatan dan

telaahan kebijakan
dan arahan

kebijakan dan
oendolorrnentesign

15
menit

Dokumentasi
kegiatan

pembinaan
ketertiban umum
dan ketenterarnan

maeyarakat

l*ro*.ft



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPIN
NoMoR : 50 T A'-'nI$ 20 19

TAI.,[GGAL: ;6 T_\rrSr.jf,1RI]1, pfrg

SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA DAN KEBAKARAN
I(ABUPATEN TAPIN

Nomor SOP
Tanseal Pembuatan
Tanseal Revisi
Taneeal Efektif
Disahkan oleh Bupati Tapin
Nama SOP Pelaksanaan Pengawalan Pej abat/ Orang-

Orans Pentins

DasarHukum : KualifikasiPelaksana :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang Pemerintatran
Daeratr;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tatrun 2018 tentang Satuan Potisi
Pamong Praja;

c. Peraturan Menteri Ddast Negeri RI Nomor 54 Tahun 20ll tentanrg
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Prqia;

d. Perahrram Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tatrun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Sususan Peranglat Daeratr;

e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tatrun 2016 tentang
Kedudukan, Sususan Organisasi, T\rgas dan F\rngsi Serta Tata

a. Memiliki pengetahuan mengenai produk hukum daerah dan
perundang-undangan lainnya;

b. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
menunjang tugas;

c. Mematrami dengan baik ketehran yang berlaku dalarn pelaksanaan
kegiatan;

d. Mematrami dengan baik ketentuan tentang pengawalan pejabat dan
orang-orzrng penting;

e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan tepat sasaran dan tepat wakhr.

Keterkaitan : Peralatan

1. SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. a. Perangkat pendukung operasi,onal pengawalan pejabat dan orang-
orang penting;

b. Komputer klnusus untuk prosessing kegiatan administrasi pengawalan
pejabat dan orang-orang penting;

c. FiJJirlg cabbetuntuk menyimpan arsip/dokumen kegiatan pengawalan

PencatatandanPendataan :Peringatan :

SOP ini mempakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam
pengawalan pejabat dan orang-orang penting, jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketida\ielasan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan walcttr serta kelambanan dan kela:nbatan dalam

a. Dokumentasi kegiatan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
dan

b. Data pengawalan pejabat dan orang-orang penting.



NO ATOIVTTAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET.Kasi.
OPDAL

r(abid.
fibum&

Tranmas

SEKRETARIS
SATPOL PP

dan
KEBAKARAN

KEPALA
SATUAN

Regu
Pengawalan

Persyaratan &
Kel,engkapan WaLttr Output

I 2 4 5 6 7 I 9 10 11

I Menetapkan objek, sasaran dan media pel,alcsanaan
penga.walan pejabat dan orang-orang penting. ?_

Program kerja Satuan
Polisi Pamong Praja

I jarn Objek, sasaran dan
media kegiatan

pengawalan

2- Mengkoordinasikan penetapan objek, sasaran dan
media pelaksanaan pengawalan pejabat dan orang-
orang penting. EF Objek, sasaran dan

media kegiatan
pengawalan

30 menit
Kesepakatan Objek,
saaaran dan media

kegiatan pengawalarr

3. Mengajukan telaahan dan rencana pelaksanaan
kesiatan pengawalan peiabat dan oranp-orang pentinq 5 J Kesepakatan Objek,

sasaran dan media
kegiatan penga.walan

20 menit Telaahan dan rencana
kegratan pengawalan

kepada KABID. KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

4. Mempelajari telaahan dan rencana taegratan pengawalan
pejabat dan orang-orang pentinS, memberikan
pertimbangan dan meneruskal kepa.da KEPALA
SATUAN melalui SEKRETARIS SATPOL PP dan
KEBAKARAN

I Telaahan dan rencana
kegiatan pengawalan

20 menit Pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMAS

5. Mempelajari telaahan dan rencana kegiatan pengawalan
pejabat dan orang-orang penting, memberikan
pertimbangan dan meneruskan kepada KEPALA
SATUAN

+ Telaahan dan rencana
kcgtatan pengawalan

20 menit Pertimbangan
SEKRETARIS SATPOL
PP dan KEBAKARAN

6. Mempelajari telaahan dan rencana kegiatan pengawalan
pejabat dan orang-orang penting serta memperhatikan
pertimbangan KAEIID. KEIERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYAMKAT dAn SEKRETARIS
SATPOL PP dan KEBAKARAN, dan memberikan arahan
tindak laaiut.

Telaahan dan rencana
kegiatan pengawalan serta

pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMAS

20 menit Arahan tindak lanjut
KEPAI,A SATUAN

7- Menlrusun rencana aksi kegiatan pengawalan pejabat
dan orang-orang penting.

I I Renc.Keg. Pengawatran &
arahan tindak lanjut

KEPALA SATUAN

20 menit Rencana aksi keg.
Penga.walan

8. Men5rusun kriteria dan klasifrkasi pengawalan pejabat
dan orang-orang penting I

-

Rencana aksi keg.
Pengawalan

20 menit kriteria dan klasffikasi
pengawalan



NO ATOIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET.Kabid.
Tibum&
Ttamrnas

SEKRETARIS
SATPOL PP

dan
KEBAKARAN

KEPAI"A
SATUAN

Regu
Pengawalan

Persyaratan &
Kelengkapan

Waktu Output

4 D 6 7 8 9 10 tl
1 2

9. Men5rusun rencana kebutuhan dan menetapkan
personil pengawalan pejabat dan orarrg-orang penting
serta menyiapkan Surat Perintah T\rgas ?T

Rencana aksi keg.
Pengawalan, kriteria dan
klasifikasi pengawalan

20 menit Penetapan kebutuhan
personil pengawalan

dan SPI

10. Menyusurr sistem, pola, telanis dan route pengawalan
pejabat dan orang-orang penting sesuai kriteria dan
klasifikasi pe n ga.walan T Renc. aksi keg.

Pengawalan, kriteria dan
klasifrkasi pengawalan

20 menit Sistem, pola, teknik dan
rute Pengawalan

11. Men5rusun rencana kebuhrhan sarana dan prasarana
pengawalan pejabat dan orang-orang penting 5 Renc. aksi keg.

Pengawalan, kriteria dan
klasifrkasi penga.walan

20 menit Daftar kebutuhan,
sarana dan Prasarana

pengawalan

L2. Melaksanakan pengawalan pejabat dan orang-orang
penting sesuai sistem, pola, kriteria dan klasifikasi
pengawalan t t Sistem, pol,a, teknik

pengawalan dan SPT
Sesuai
jadwal

Laporan kegiatan
pengawalan

13. Menghimpun laporan pelaksanaan kegratan pengawalart
pejabat dan orang-orang penting sesuai sisten, pola,
t<riteria dan klasifrkasi pengawalan.

taporan kegiatan
penga.walan

10 menit Himpunan laPoran
kegiatan pengawal,an

t4. Men5rusun laporan pelaksanaan keeiatan pengawalan
pejabat dan orang-orang penting dan membuat telaahan
kepada I$BID. KETERfiBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

+ Himpunan laporan
kegiatan pengawalan

2O menit Lap. pelaksanaan keg.
Pengawalan dan

telaahan

15. Mempelqjari laporan peldcsanaan kegiatan, memberikan
pertimbangan dan meneruskan kepada SEKRETARIS
SATPOL PP dAN KEBAIGRAN

*
Lap. pelaksanaan keg.

Pengawalan dan
telaahan

20 menit Pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMAS

16. Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan, rnemberikan
pertimbangan dan meneruskan kepada KEPALA
SATUAN

+ -l
La.p. pelaksanaan keg.

Penga.walan dan
telaahan

2O menit Pertimbangan
SEKRETARIS SAf,POL
PP dan KEBAKARAN

L7. Mempelajari laporan pelaksanaan k%iatan dan
telaahan, serta memperhatikan pertimbanganKABlD.
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT memberikan arahan kebijakan dan
pendokumentasian

Lap. pelaksanaan keg.
Pengawalan dan
telaahan serta

Pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMAS

lO menit Arahan kebijakan dan
pendokurnentasian

),t+

\



NO ATCTTVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET.Kssi,
OPDAL

Kabid.
Tibum&

Tlemmas

SEKRETARIS
SATPOL PP

dan
KEBAKARAN

KEPAIA
SATUAN

Regu
Penganalan

Persyaratan &
Kelengkapan Wa-Iriu Output

I 2 3 4 5 6 7 8 9 to 1l
t8. Mendokumentasikan laporan pelaksanaan pengawalan

pejabat dan orangorang penting I
-

I ^F. pelaksanaarr keg.
Pengawalan dan arahan

kebijakan serta
oendokumentasian

2O menit Dokumentasi laporan
pelaks. Keg.
Penga.walan



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 10 T Atr.ilt\x Zo i9
TANGGALT 5o nn<1ffi5R 2a D

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

KABUPATEN TAPIN

Nomor SOP
Tanssal Pembuatan
Tanssal Revisi
Tanssal Efelrtif
Disatrkan oleh Bupati Tanin
Nama SOP Pelaksanaan Pengamanan Tempat-Tempat Penting

DasarHukum : KualifikasiPelaksana :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah;

b. Peraturan Pemerintatr Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja;

c. Peraturan Menteri Dalarn Negeri RI Nomor 54 Tatrun 2OLL tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tatrun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Sususan Peranglat Daerah;

e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tatrun 2OL6 tentang
Kedudukan, Sususan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata

Memiliki pengetatruan mengenai produk hukum daerah dan perundang-
undangan lainnya;
Mematrarni dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam
menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketenhran yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan;
Memahami dengan baik ketentuan tentang pengamanan tempat-tempat
penting;
Mempunyai komitnen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.

a.

b.

c.

d.

e.

Keterkaitan Peralatan

1. SOP Penegakan Peraturan Daeratr;
2. SOP Ketertiban Umum dan Ketentrarnan Masyarakat.

a. Perangkat pendukung operasional pengamanan tempat-tempat penting;
b. Komputer khusus untuk prosessing kegiatan pengamanan tempat-

tsmpat penting;
c. Filling m.binet untuk menyimpan arsip/dokumen pengamanan tempat-

tempat penting;

PencatatandanPendataan :Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalalrr
proses Penerimaan Tamu di Kantor Bupati Tapin dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketida\ielasan,
ketidaktepatan dan kelambatan dalam Pelayanan Penerimaan Tamu.

Dokumentasi kegiatan pengamanan tempat-tempat penting; dan
Dokumentasi pengamanan tempat-tempat penting.



Menetapkan subjek, objek, sallaran dan media
pelaksanaan pengamanan tempat-tempat
penting

Subjek, objek dan
sasaran kegiaun

Tibum dan Tlammas
Mengkoordinasikan kegiaten trantibum ddam
menetapkan sasaran pengarnanan temPat-
tempat Penting

Telaahan dan
proposal kegiatan

Rencana kegiatan
pembinaan Tibum

dan Trammas
Mengajukan renc
pengamanan tem
telaahan kePada
KABID. KETERTTBAN UMUM DAN

KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pertimbangart

KABID. TIBUM DAN
TRAMMAS

Telaahan dan
proposal kegiatan

15 menit

SATPOL PP dAN KEBAKARAN
Pertimbangan
SEKRETARIS

SATPOL PP dan
KEBAKARAN

Arahan tindak
Ianjut dan Surat
Perintah T\rgas

n

KEPAI,A SATUAN

Mempelqiari rencana kegiatan dan
menerbitkan Surat Perintah Tugas
pelaksanaan kegiatan.

Men5rusun dan menetapkan kekuatan anggota
y"rti diUrrtohkan dalam pelaksanaan kegiatan

Menyiapkan anggota pengarnanan tempat-
tempat Penting



NO AICTTVITAS

PELAKSANA MI..NU BAKU

KET.Kasi.
OPDAL

Kabid.
Tibum&

Ttqmrqas

Kepolisian/
Instansi terkai,

SEKRETARIS
SATPOL PP

dan
KEBAKARAN

KEPAI.^A
SATUAN

Persyaratan &
Kelengkapan Walrhl Output

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t1

9. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan Pengamanan tempat-tempat penting rF

I
Aratran tindaksn

lanjut KASAT dan Surat
Perintah Tugas

3O menit Dafta saranadan
prasarane 1rcnurry'ang

keg.

10. Menyiapkan daftar lokasi p€ngamanan
tempat-tempat penting I t Arahan tindaken

lanjut KASAT dan Surat
Perintah Tugas

3O menit Daftar lokasi
pengamanan

11 Memerintahkan piket jaga rumah Dinas
Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Gedung
serta Aset Penting Pemerintah Kabupaten
Tapin.

I I Arahan tindaksn
lanjut KASAT dan Surat

Perintah Tugas

3O menit Daftar piketjaga
Rumah Dinas dan

Aset Penting

t2. Mengatur dan menugaskan pengamanan
kedatangan Tamu VIP/WIP serta acara dan
upacara penting I I

Arah€n tindakan
lanjut KASAT dan Surat

Perintah T\rgas

30 menit Daftar penugasan
pengamanan tamu

VIP/VUP, acara dan
upacara penting

13. Mengatur dan menugaskan pengamanan
lokasi kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati

Arahan tindat<an
lanjut KASAT dan Surat

Perintah Trrgas

24 jarlrr Daftar penugasan
pengamanan lokasi

kunjungan
Bupati/Wakil

Bupati dan Sekda

cte.rl Set(da

14. Melaksana-kan pengamanan tempat-tempat
penting I

Arahan tindal€n
lanjut KASAT dan Surat

Perintah T\rgas

20 menit I"aporarr
Pelaksanaan keg.

pengamanan tempat
oentins

15. Melaporkan hasil kegiatan Pengamanan
tempat-tempat penting kepa.da KEPALA
SATUAN 5 -l Iaporan

Pelaksanaan keg.
pengamanan ternpat

oentins

30 menit L^aporan dan
telaahan

pelaksanaan
keciatan

16. Memoelaiari laooren keciatan Denqamanan t [aporan dan
teLaahan

pelaksanaan
kegratan

20 menit Disposisi/arahan
t€mpat-tempat penting dan memerintahkan
pengarsipan dan pendokumentasian

program dan
pendokumentasian

\



NO AIffIVITAS

PEI,AKSANA MI..TTU BAKU

KET,
lGBi.

OFDAL
Kepolisian/

lnsfalrsi terkai]

SEKRETARIS
SAIPOLPP

dan
KEBAKARAT{

KEPAIA
SATUAN

Persyaratan &
Kelengkapan

Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll
L7. Mengarsipkan dan mendokumentasikan

La.poran l(eglatan Pengarrnnan tempat-t€mpat
penting

Disposisi/arahan
program dan

pendokumentasian

15 menit Pendokumentasian/
pengarsipan

Laporan Kegiatan

AT



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : ]o T'$ir-,-, ?-c19

TANGGAL: ]C DES!irr:r:: 2Ct9

SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA DAN KEBAKARAN

I(ABUPATEN TAPIN

NomorSOP
Tanseal Pembuatan
Tanesal Revisi
Tanssal Efektif
Disahkan oleh Bupati Tapin
Narna SOP Pelaksanaan Operasional Patroli

KualifikasiPelaksana :DasarHukum :

ysmiliki pengetahuan mengenai produk hukum daerah dan
penrndang-undangan lainnya;
Memaha-rni dengan baik kegiatan yang harus dilalmkan dalam
menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksana-an
kegiatan;
Memahami dengan baik ketenhran tentang patroli dan bina tibum dan
trammas;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.

a.

b.

c.

d.

e.

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daeratr;

b. Peraturan Pemerintatr Nomor 16 Tahun 2OL8 tentang Satuan
Polisi Parnong Praja;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2O1l tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Peraturarr Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tatrun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah;

e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2OL6 tentang
Kedudukan, Sususan Organisasi, Tfigas dan F\rngsi Serta Tata

PeralatanKeterkaitan :

a. Perangkat pendukung operasional patroli;
b. Komputer khusus untuk prosessing kegiatan patroli dan pembinaan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen patroli dan

perkembangan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

1. SOP Penegakan Peraturan Daerah
2. SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

PencatatandanPendataan :Peringatan :

a. Dokumentasi kegiatan patroli; dan
b. Data perkembangan ketertiban umurn dan ketenteraman masyarakat.

SOP ini merupakan prosedur baku yalo,g wajib dilaksanakan dalam
patroli, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketida\ielasan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan walchr serta kelambanan dan
kelambatan dalam pelaksanaan patroli.



NO AIMMTAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET.Kasi.
OFDAL

Ikbid. Tibum&
Jlemm49

SEKRETARIS
SATPOL PP

dan
I'trRAI(APAN

KEPAI,A
SATUAN

Regu
Pengawalan

Persyaratan &
Kelengkapan

Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l

1. Menetapkan objek, sasaran dan media pelaksanaan
patroli dan pemantauan perkembangan ketertiban
umum dan ketenteraflran masyarakat ?_ -t

Program keda Satuan
Polisi Pamong Praja

30
menit

Objek, sasaran
kegiatan patroli

tibum dan trammas

2. ^hiar- -----on .ta Objek, sasaran kegiatan
patroli tibum dan

trammas

30
menit

Persamaqn persepsi
dan kesrpakatan
terbadap subjek,

objek, sasaran dan
me.ria kegiatan

media pelaksanaan patroli dan pemantauan
perkembangan ketertiban umurn dan ketenterarnan
masyarakat

3. Mengajukan telaahan dan rencana kegiatan
pelaksanaan patroli dan pemantauan perkembangan
ketertiha n u trnl rn d.an ketenterarnen masvarakat

Persarnaan persepsi dan
kesepakatan terhadap
subjek, objek, sasaran

dan media kegiatan

60
menit

Telaahan dan
rencana kegiatan

patroli dan
pemantauan tibum

dan trammas
kepada KEPALA SATUAN melalui KABID.
KEf,ERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

4 Memeriksa dan mempeXajari telaahan dan rencsna
kegiatan patroli dan pemantauan perkembangan
lzptprtilra n lrmr l m ;l an lrafenf efa?nrtn mq swq re kn t

Telaahan dan rencana
kegiatan patroli dan

pemantauan tibum dan
trammas

30
menit

Pertimbangan

KABID. TIBUM DAN
TRAMMAS

memberikan pertimbangan Eerta meneruskan kepada
KEPALA SATUAN melahri SEKRETARIS SATPOL PP
dan KEBAKARAN

5. Memeriksa dan mempelajari Glaahan dan rencana
kegiatan patroli dan pemantauan perkembangan
ketertiban umum dan keGnteraman masyarakat,
memberikan pertimbangarr serta meneruskan kepada
KEPALA SATUAN

Telaahan dan rencana
kegiatan patroli dan

pemantauan tibum dan
trammas

30
menit

Pertimbangan
SEKRETARIS

SATPOL PP dan
KEBAKARAN

5. Mempelajari telaahan dan rencana kegiatan patroli ,

serta memperhatikan pertimbangan KABID.
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT dan SEKRETARIS SATPOL PP dan
KEBAKARAN, memberikan arahan tindak lenjut

Telaahan dan rencana
kegiatan patroli dan

rementauan fibum dan

30
menit

Arahan tindak
lanjut KEPALA

SATUAN
Tlmmas serta

pertimbangan KABID.
TIBUM DAN TRAMMAS

6. Men5rusun rencana tindak pelaksanaan kegiatan
patroli dan pemaltauan ketertiban umum dan
ketenteraman rnasyarakat.

lII
Rencana kegiatan patroli
dan pemantauan tibum

dan trpmmaS serta arahan
tindak lanjut KASAT

30
menit

Rencana tindnk
kegiatan patroli darr
pemantauen tibum

dall t'nmmne t

\



NO ATMIVITAS

PEI,AKSANA MUTU BAKU

KET.Kasi.
OPDAL

Kabid. Tibum&
Tta-aas

SEKRETT{RJS
SATPOL PP

dan
KEBAKARAN

KEPAIA
SATUAN

Regtr
Pengawalan

Persyaratan &
Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l
7. Menga.tur dan menetapkan jumlah personil kegiatan

patroli dan pemantauan perkembangan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat dan
menyiapkan Surat Perintah T\rgas. Jika perlu
bantuan unsur terkait dibuatkan surat permintaan
bantuan personil dari instansi terkait

Rencana tindak
kegiatan patroli dan

pemantauarr ketertiban
umum dan

ketenteraman
masyarakat

30
menit

Jumlah personil
yang dibunrhkan

dan bantuan unsur
terkait sertg SPT

8. Men5rusun kelompok/regu, sistem, pola dan rute
kegiatan patroli dan pemantauan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat sesua.i dengan
kebutlhan

I Rencana tindak kegiatan
patroli dan pemantauen
ketertiban umum dan

ketenteraman mas5rarakat

20
menit

Da.ftar kelompok/regu,
pola, sistem dar route

kegiatan

9. Menyusun rencana kebutuhan bahan, kelengkapan,
media dan sarana/ prasarana pendulrung kegiatan
patroli den pemantauan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat

-l

Rencana tindak
kegiatan patroli dan

pemantauarr ketertiban
umum dan

ketenteraman
masyarakat

20
menit

Daftar kebutuhan
bahan, kelengkapan

media dan
sarana/prasarana

kegiatan

Batran
termasu
k bahan
sosialis
asi den
informa

si
@erda
dll.l

10. rr-l^l--^rolzaa L--i^+^- -^f- ll ,{ Rencana tindak ke giatan
patroli dan pemantauan

tibum dan tramnas,
personil, bahan,

arono /nraaaronq don RPT

24 jarn Laporan kegiatan
masing-masing
regu/kelompok

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
sesuai dengan regu, sistem, pola dan rute yang telah
ditetapksn I

1l Mel,aksanakan evaluasi kegiatan patroli dan
pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dan menyerahkan hasil evaluasi kepada
KASI. OPDAL

I Laporan kegratan
masing-masing
regu/kelompok

30
menit

Hasil evaluasi
kegiatan patroli dan
pemantauan tibum

dan trammas

t2. Men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan patroli dan
pemantauan ketertiban umum dan ketenterarnan
mas5rarakat, membuat telaahan dan menyampa.ikan
kepada KABID. KETERTIBAN UMUM DAN
KETE}ITERAMAN MASYARAKAT

I a
Hasil evaluasi kegiatan
patro[ dan pemantauan

tibum dan trammas

60
menit

Laporan kegratan
patroli dan

pemantauan tibum
dan trammas serta

telaahan KASI-
OPDAL



NO AI.MNTTAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET.KaBt.
OPDAL

Kabid. Tibum&
Tlammas

SEKRETARIS
SATPOL PP

dan
KEBAKARAN

KEPALA
SATUAN

Regu
Pengawalan

Persyaratan &
Kelengkapan Walmr Output

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I
13. Mempelajari telaahan dan laporan kegiatan patroli

dan pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, memberikan pertimbangan dan
meneruskan kepada KEPALA SATUAN melalui
SEKRETARIS SATPOL PP dan KEBAKARAN -l

l.aporan kegiatan patroli
dan pemantauan tibum

dan trammas

30
menit

Pertimbangan
KABID. TIBUM DAN

TRAMMAS

t4. Mempelajari telaahan dan laporan kegiatan patroli
dan pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman
rnasyarakat, memberikan pertimbangan dan
meneruskan kepada KEPAI"A SATUAN

laporan kegiatan patroli
dan penantauan tibum

dan trammas

30
menit

Pertimbangan
SEKREf,ARIS

SATPOL PP dan
KEBAKARAI{

15. Mempelajari telaahan dan laporan kegiatan patroli
dan pemantauan ketertiban umuin dan ketenterarnan
masyarakat, serta memperhatikan pertimbangan
KABID. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT darl SEKRETARIS SATPOL PP dan
KEBAICAMN, memberikan arahan kebijakan dan
pendokumentasian laporan kegiatan patroli dan
flemantauan ketertiban umum dan ketenterarnan
masyarakat

Laporan kegiatan
patroli dan pemantauan

tibum dan trammas

30
menit

Arahan kebijakan
I(ASAT dan

pendokumentasian

16. Mendokumentasikan laporan kegiatan patroli dan
pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat I Arahan kebijakan

I(ASAT dan
pendokumentasian

20
menit

Pendokumeataeian
laporan kegiatan

patroli dan
p€mantauan

ketertiban umugr dan
ketenteraman
mewnrekqt



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR :

TANGGAL:
T 8Tt-rTr,T 20 1q
pTtsE:rrFqP 20 tg

3;O

3a

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPIN

I. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

A. Ruang Linglnrp Penegakan peraturan Daerah :

1. Melalnrkan pengaratran kepada masyarakat dan badan hukum
yang melanggar Peraturan daerah.

2. Me1aln:kan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat
dan badan Hukum

3. Preventif non Srustisial
upaya mencegah timbulnya gangguan atau pela'ggaran
Peraturan Daerah, yang dapat dilakukan berupa teguran-lisan
maupun tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar Peraturan
Daerah serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak
hukum, pengelola perijinan sehingga mampu menekan
pelanggaran hukum disatu sisi dan meningkatkan pendapatan
asli daerah disisi lain.

4. Penindalan yustisial

Tindakan yang dilakukan setelah dilakukan tindakan preventif
non 5rustisial, berupa tindakan penyelidikan, penyrdil<an,
pemanggilan oleh PPNS.

B. Ketentuan Umum

1. Mempunyai landasal hukum
Setiap pelaksanaan kegiatan penegakan perahrran daeralr
harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut:

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daeratr
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan pemerintah tentang Sattran Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Perahrran Daerah Kabupaten Tapin tentang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
Peraturan penrndang-undangan y ury berlaku lainnya.

2. Tidak melanggar HAM

3. Dilaksanakan sesuai prosedur

4. Tidak menimbulkan korban/kerugran pada pihak manapux.

a.
b.
c.
d.

e.



C, Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah :

1. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan
mematuhi peraturan daerah,

2. Pembinaan dan atau sosialisasi :

Pembinaan dan/atau sosialisasi Perattrran Daeratr dapat
dilakukan dengan cara :

a. Pendekatan kepada masyarakat dan badan hukr:m yang
melanggar perattrran daeratr.

b. Pembinaan perorErngan

Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi
kepada masyarakat dan badan hukum yarg melanggar
perahrran daerah untuk diberitahu, pengarahan dan
pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan
terhadap perahrran daerah, peraturan Bupati dan
keputusan Bupati

c. Pembinaan kelompok

Pembinaan kelompok dilakukan dengan ca-ra mengundang/
mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum
yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan
pengaratran dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan
kepatuhan terhadap Peraturan daerah, peraturan Bupati
dan keputusan Bupati.

3. PenindakEut preventif non yustisial
Tindakan preventif non yustisial yang dilalmkan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja bempa :

a. Penindakan

Memberikan tindakan kepada Pelanggar Perahrran Daerah
unhrk menandatangani surat pernyataaan bersedia dan
sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan
ketentuan dalam wakhr 15 (lima belas) hari terhih.rng sejak
penandatanganan surat pernyata.an.

b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat
pernyataannya, maka akan diberikan:

1) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh)
hari.

2) Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.

3) Surat teguran ketiga, dengan tegang waku 3 (tiga) hari.

c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat
teguran tersebut, maka Pelanggar Perda akan dilaporkan
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk
dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan
yang berlaku.



d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam
penindakan preventif non yrstisial adalah :

1) Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan
dengan cara pengecekan/pemeriksaan karfu identitas
yang dibawa (misalnya KTP,SIM atau lainnya).

2l Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan
Bantuan Hukum (Penasehat Hukurn/Pengacara) atas
ttrduhan pelanggaran tersebut.

3) Setelah melaktrkan wew€urcara/interview yang
mengarah pada pelanggaran Perafirran Daerah, baru
kemudian dilaln:kan interogasi dengan membuat Berita
Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang telah
dipersiapkan sebelumnya.

4l Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan
untuk meneliti dan membacanya/dibacakan dengan
bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya
ditandatangmi, serta membuat Surat Pernyataan yang
dapat dipergunakan sebagai bulcti/dasar unhrk
diqiukan ke Pengadilan Negeri setempat.

5) Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan
barang, maka jika pemeriksa dianggap cukup selesai
barang bukti hams segera dikembalikan lagi kepada
tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian
Barang Bukti.

4. Penindakan Yustisial

Penindakan Yustisial yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS), antara lain :

a. Penyelidikan

Tindakan penyelidikan wajib segera dilakukan setelah
mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang
terjadinya suatu peristiwa yang pahrt diduga merupakan
pelanggaran Peraturan Daerah. Penyelidikan yang dilakukan
oleh PPNS pada prinsipnya merniliki kewenangan untuk
melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 257 Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daerah.
PPNS dalam melalrukan penyelidikan bila membutuhkan dapat
pula meminta bantr,ran penyelidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peratural Daerah :

1) Perencanaan Penyidikan

Sebelum dilakukan penyidikan oleh PPNS, sebelumnya
dilakukan perencanaan terlebih dahulu dengan
menenttrkan:

a) sasaran penyidikan, meliputi penetapan: orang yang
diduga melalarkan pelanggaran perdan unsur-unsur
pasal yang al<an diterapkan; dan alat bukti serta
barang but<ti.



b) sumber daya yang dilibatkan; tim pelaksana
penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi,
dan integritas, sarana dan prasarEula, dan anggaran
yang diperlukan

c) cara bertindak;
d) waktu yang akan digunakan;
e) pengendalian penyrdikan.

2) Dimulainya Penyidikan

Penyidikan dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui
bahwa suahr peristiwa yang terjadi merupakan
pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam
lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah
kerjanya. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui
laporan dari setiap orang atau diketahui langsung oleh
PPNS yang bersangliutan. Pelanggaran ketentuan
peraturan daerah dapat diketahui dari:

a) Laporan yang dapat diberikan oleh :

Setiap orang

Petugas

b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun

c) Diketahui langsung oleh PPNS.

Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik
melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui
langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan
kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS
yang bersangkutan.

L,aporan kejadial dilaporkan kepada Atasan PPNS dart
dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
Untuk isi laporan kejadian hams meliputi beberapa
informasi sebagai berikut :

a) Wal<tu kejadian

b) Walrtu kejadian dihrlis jelas mulai dari hari, tanggal,
bulan, tahun dan juga jam kejadian

c) Orang yang berkaitan

d) Orang yang berkaitan yaitu yang memberikan
laporan dan yang berkaitan langsung dengan
kejadian,

e) Informasi kejadian

0 Akibat

g) Largkah yang diambil sebelumnya

\
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Dibagian akhir, laporan kejadian ditandatangani oleh si
pembuat laporan atau dengan sejumlah saksi. Atasan
PPNS setelah menerima laporan kejadian menerbitkan
sr:rat perintatr penyidikan dan memberi pehrnjuk
mengenai pelaksanaan penyidikan. Terhadap
laporan/pengaduan, kepada pelapor diberikan surat
talda penerimaan laporan.

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah
penyidik, penyelidik wajib segera melakr:kan tindakan
yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagai
berilnrt:
a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya pelanggaran perda

b) Mencari keterangan dan barang bukti
c) Menyunrh berhenti seseorang yang dicurigai dan

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
d) Mengadakan tindakar lain menunrt hukum yang

bertanggungiawab. Dan segera menyerahkan
tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik.

Atas perintah penyidik dapat melalnrkan tindakan
berupa:
a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat,

penggeledahan dan penyitaan.

b) Pemeriksaan dan penyrtaan surat
c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang

d) Membawadan menghadapkan seorang pada
penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS
dapat melaksanakan:

a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai
kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang
yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja
dan PPNS yang bersanglortan.

c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi
dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis
pelanggaran peraturan daerah.

Pelaksanaan Penyidikan

Apabila diduga lmat telah tedadi pelanggaran terhadap
suahr Peraturan Daeratr, maka langkah-langkah yang
hanrs dilal,nrkan oleh PPNS adalah :

a) Menunjukan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda
Pengenal (KTP.PPNS) yang masih berlaktr.



b) Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tqiuan
diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak
emosional tetapi berwibawa sehingga tersangka akan
memberikan keterangan secara jujur.

c) Melakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan
dengan pelanggaran Peraturan Daeratr.

d) Setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup
dan ternyata diduga kr-rat batrwa yang bersangkutan
telah melakukan pelanggaran terhadap berlakr.rnya
Peraturan Daeratr, maka segera dapat
dikeluarkan/dibuatkan Bukti Pelanggaran Perah:ran
Daerah (BPPD) oleh PPNS.

4l Pemeriksaan :

a) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS
yang bersanglnrtan, dalam pengertian tidak boleh
dilimpahkan kepada petugas lain yutg bukan penyidik.

b) Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap
tersangka dan tersangka mengalmi telah melaktrkan
pelanggaran Peraturan daeratr serta bersedia dan
mentaati unhrk melaksanakan ketenttran Peraturran
daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan
yffrg dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan
pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada
yang bersangkrrtan diharuskan membuat surat
pernyataan.

c) Apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat
Yustisi, maka pemeriksaan terhadap tersangka yang
melakukan pelanggaran terhadap suatu Peraturan
Daerah telatr dilalnrkan pada saat pelaksanaan operasi
di lapangan.

Hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS di
tempat tugas/instansi adalah :

- Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara
kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala
Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

- Dalam Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPPD
yang telah dikeluarkan beserta barang bukti jika
dilakukan penyrtaan.

- Untuk Perkara Pelanggaran apabila tersangka lebih
dari 1 (sahr) orang dibuatkan daftar tersangka dan
dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara
sesuai dengan ketentuan peraturan penrndangan
yang berlaku.
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- bagr PPNS, unsur staf Dinas, unsur Tim Pembina
yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilart
negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.

- Saksi yang telah ditetapkan disamping harus
mengiln-rti operasi juga diharapkan mengetahui
ketentuan pokok Peraturan Daerah y{ry
bersangkutan.

- Setelah putusan Pengadilan Negeri, PPNS yang
menangani perkara tersebut harus mengambil
hrtusan Pengadilan dan menyampaikan fotocopy nya
kepada Tim Pembina PPNS.

- Apabila pada walctu hari sidang yang telah ditentukan
tersangka tidak hadir, maka PPNS harus
melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan
yang bersangkutan untuk dilakukan pemanggilan
kembali sesuai ketentrran yang berlaku.

Pemanggilan :

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dart
peratrrran pemndang-undangan yang menjadi dasar
hukum PPNS, dengan ketentuan:

a) Dasar pemanggilan tersartgka dan saksi sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang
yang mer{adi dasar hukumnya masing-masing
(peraturan daerah).

b) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada
prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.

c) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah
penyidik (PPNS), maka penandatangurnan Surat
Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.

d) surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku
penyidik;

e) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan
penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani
oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh
pimpinan.

f) penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas
yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan
disertai dengan tanda bukti penerimaan;

g) surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran
yang ditenhrkan;

h) surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan
registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;

1) dalam hal pemanggrlan pertama tidak dipenuhi tanpa
alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai
surat perintah membawa , yang administrasinya dibuat
oleh PPNS;
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j) dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS
dapat meminta banhran kepada Penyidik Polri yang
dalam pelaksanaannya dilakr:kan secara bersama-sama
serta dibuat berita acara;

k) Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut
setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian
memberitahukan keputusannya kepada PPNS;

1) dalam hal yang dipanggil berdomisili di Iuar wilayah
kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan
Penyidik Polri yang sewilayah hulnrm dengan yang
dipanggil; dan

m) untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi
WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan
melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana
tersangka dan/atau saksi berada.

n) Permintaan bantuan, dibuat seca-ra tertulis dengan
melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh
PPNS. Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis
kepada Penyidik Polri, permintaan dapat didahului
secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus
dan identitas seseor€ulg yang akan dipanggil dengan
status sebagai tersangka atau saksi.

Pelaksanaan :

a) Membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah (tim
terpadu) yang terdiri dari :

- Satuan Polisi Pamong Praja
- Pengampu Perattrran Daerah dan Korwas PPNS

- Kejaksaan
- Pengadilart

b) Tim terpadu dapat melalrukan :

- Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturart
daerah

- Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar
peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada
kejaksaan. (Format berkas perkara sebagaimana

- Melalnrkan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan
dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan
untuk melaksanakan persidangan terhadap para
pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan
Polisi Pamong Praja.

c) Dalam setiap pelaksanaan Operasi Yustisi terdiri dari
satuan organisasi sebagai berilnrt :

- Kepala Operasi.

- Wakil Kepala Operasi.

- Kepala Sekretariat Operasi.

- Kepala Pos Komando.

- Kepala Satuan Tugas Operasi.
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- Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri dari unsur : PPNS,
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Militer
(PM) dan Provost POLRI serta unsur sekretariat

- Hakim, dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi
setempat.

- Jaksa dari Kejaksaan Negeri / Kejaksaan Tinggr
setempat.

- Pengacara yarugditunjuk oleh Pemerintatr Daerah.

Pada prinsipnya Operasi Yustisi dilaln-rkan dengan
sistim peradilan ditempat dan pada saat itrr pula kepada
tersangka yang terbulcti telah melakukan pelanggaran
akan dipuhrs/diadili oleh Hakim yarg mengadili perkara
tersebut. Hal-hal yang harus dilalnrkan dalam
pelaksanaan Operasi adalah :

- Dilaksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap
(UKL) yang terdiri dari PPNS dan unsur/personil
pendukung secara lengkap.

- PPNS harls menguasai data awal dan target Operasi
yang menjadi sasaran sekaligus melakukan
pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi
dan sarana pendukung lainnya.

- Tersangka yang melalnrkan pelanggaran agtr
diperintahkan saat itu juga dibawa/dihadirkan
ditempat pelaksanaan sidang (Posko) dan jika perlu
sekaligus dapat dilalmkan penyitaan barang bukti.

- Barang bukti yang disita diupayakan dibawa
ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka
barang bulirti dititipkan ditempat semula, sambil
menunggu vonis/puhrsan Pengadilan apakah barang
bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan.

- Jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangka
tidak ada ditempat maka PPNS hams mengeluarkan
Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai
ketentuan yang berlaku.

- Jika tersangka adalah anggota TNI/POLRI maka
diserahkan kepada Polisi Militer/ Provost.

- Apabila dalam pelaksanaan di lapangan Kepala UKL
menemui hambatan /permasalahan yang tidak dapat
diselesaikan/ditangani maka Kepala UKL dengan alat
komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi
dengan Kepala Posko unhrk diteruskan kepada
Kepala Operasi.

- Setelah tugas dilapangan dinyatakan selesai sesuai
dengan batas walrtr"r yang telah ditentukan, Ptra
Kepala UKL segera kembali ke Posko unhrk
penyelesaian selanjutnya dan melaporkan
pelaksanaannya kepada kepala Posko.



Menyiapkan administrasi penyidikan sebagai
kelengkapan pelaksanaan sidang.

Melaksanakan Putusan Hakim unhrk menutup,
membongkar atau memusnahkan barang bukti.

D. Evaluasi dan l.aporan

1. Evaluasi.

Kegiatan Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi
meliputi :

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi :

1) Sebelum dilaksanakan operasi.

2) Selama kegSatan / pelaksanaan operasi.

3) Sesudah pelaksanaan operasi

b. Evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Peraturan Daerah,
baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis
pelaksanaannya.

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNS.

d. Evaluasi terhadap ketiga bentuk/jenis evaluasi diatas (a, b
dan c) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS dan atau
Dinas/Instansi yarg memifiki PPNS secara terkoordinasi.

2. Laporart

Kegiatan [a.poran dalam rangka pelaksanaan tugas operasi PPNS
dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Laporan Hasil Operasi disampaikan oleh PPNS kepada Kepala
Satpol.PP Kab. Tapin.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Satpol,
PP kepada Bupati,Tapin.

c. Pelaksanaan Laporan sebagaimana dimaksud butir a dan b
disampaikan setelah pelaksanaan operasi dilalnrkan dengan
ketentuan :

1) Semua obyek/sasaran yang ditemukan di lapangan hanis
dicatat/diinventarisir (baik yang terbukti melakukart
pelanggaran maupun tidal( terbukti melakukan
pelanggaran).

2l Bagr tersangka yang terbukti melalcukan pelanggaran agar
dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan
sesuai nomor BPPD, sedangkan yang tidak terbukti
melakukan pelanggaran namun terkena/terjaring operasi
tetap dicatat ddam Laporan Hasil Operasi (LHO) tetapi
tidak diberikan nomor BPPD.



[. PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat ini meliputi :

1. Ketertiban penggunaan dan pemeliharaan jalarr, fasilitas umum
dan jalur hijau;

2. Ketertiban penggunaan dan pemeliharaan pasar tradisional;

3. Ketertiban lingkungan;
4. Ketertiban sungai, saluran air dan sumber air;

5. Ketertiban penghuni bangunan;

6. Ketertiban tuna susila dan anak jalanan;

7. Ketertiban tempat hiburan dan keramaian; dan

8. Pengaturan peran serta masyarakat.

B. Ketentuan Pelaksanaan

1. Umum

Persyaratan yang hams dimi[iki oleh setiap pettrgas pembina
dan operasi ketertiban umrrm dan Ketentlaman Masyarakat
adalah:

a. Setiap petugas harls memiliki wawasan dan ilmu
pengetalruan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
dan peratur€rn penrndangan lainnya.

b. Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan batrasa
Daerah setempat.

c. Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik
presentasi yang baik.

d. Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang
tinggi.

€, Setiap pehrgas harus dapat menarik simpati masyarakat.
f. Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta

mampu mengindentifikasi masalah, juga dapat memberikan
alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas
pokoknya.

g. Petugas Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat
harrs memiliki sifat:
1) Ulet dan tatran uji.
2l Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada

semua pihak terutama yang menyangkut tugas
pokoknya.

3) Mampu membaca situasi.
4) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat

Pemerintah Daerah lainnya,
5) Ramatr, sopan, santtrn dan menghargai pendapat orang

lain.



C.

2. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimitiki oleh pehrgas Satuan
Polisi Pamong Praja dalam melaksanal<an ttrgas
menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat adalah:
a. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong

Prqja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.
b. Pengetahuan dasar-dasar hukum dan perattrran

perundangan undangan.
c. Mengetatrui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi

Pamong Praja.
d. Memahami dan menguasi adat istiadat dan kebiasaan yang

berlaku di Daerah.
e. Mengetatrui dan mematrami dasar-dasar pengetahuan dan

dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban
umum.

Perlengkapan dan Peralatan

1. Surat Perintah T\rgas.
2. I(arttr Tanda Anggota resmi.
3. Kelengkapan Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan

(PDL).
4. Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara

dan perlengkapan lainnya.
5. Kendaraan operasional terdiri dari kenda-raan roda empat atau

lebih dan roda dua sesuai standar Sattran Polisi Pamong Praja.
6. Bagt Daeratr yang memiliki wilayah perairan dapat

menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor diatas
air sesuai kebuhrhannya.

7. Perlengkaparr Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PSK).
8. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm /tarneng.
9. Alat-alat perlengkapan lain yarrg mendulnrng kelancaran

pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan Pembinaan

Bentuk cara pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat adalah berupa Produk Hukum y{tg tidak ditaati
masyarakat, tenrtama Peratrrran Daeratr, Peraturan Bupati dan
perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di
daerah kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan secara
bertatrap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan
memahami arti pentingnya ketaatan dan kepahrhal terhadap
produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam pembinaan harus
memenuhi :

1. Penentuan sasaran pembinaan dalam benttrlr perorangan,
kelompok atau Badan Usaha.

2. Penetapan Waktu Pelaksanaan pembinaan seperti Bulanan,
Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan
penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan
yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dart
memperrnudah penilaian keberhasilan dari kegiatart
dilakukan.

D.



3. Penetapan materi pembinaan dilakr:kan agar maksud dan
tujuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah. Selain ihr
penetapan materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, objek
dan sasaran.

4. Penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat
Formal dan Informal, disestraikan dengan kondisi dilapangan.

Adapun benhrk dan metode dalam rangka pembinaan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dilakukan melalui 2
(dua) cara yaitu:

l. Forma]
a. Sasaran perorangan

1) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi
anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai
sasarErn untuk memberikan arahan dan himbauan akan
arti pentinglya ketaatan terhadap Peraturan Daeratr,
Peratrrran Bupati dan produk hukum lainnya.

2l Mengundang/memanggll anggota masyarakat yang
perbuatannya telah melanggar dari ketenttran Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya
untuk memberikan aratran dan pembinaan bahwa
perbuatan yang telah dilaktkannya mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara
umum.

b. Sasaran Kelompok

Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari
Pemerintah Daeratr dan berkoordinasi dengan
instansi/ SKPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat
di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai
sasaran serta nara sumber membahas arti pentingnya
peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Perahrran
Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya guna
memelihara ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

2. Informal

Selumh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban
moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang
terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk
hukum lainnya kepada masyarakat. Metode yang dilakukan
dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat adalah dengan membina saling asatt, asih dan
asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa
mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka
peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dengan demikian
harapan dari Pemerintah Daeratr unhrk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembarrgunan
dalam keadaan tertib dan tenteram di daeratr dapat terwujud.
Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat juga dapat dilakrkan dengan
memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:



E.

a. Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan
televisi.

b. Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW,
Desa/ Keluratran dan Kecamatan.

c. Tatap muka.
d. Pembinaan yang dilaktrkan oleh sebuah tirn yang khusus

dibentuk unh:k memberikan arahan dan informasi kepada
masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya
yang membawa misi Pemerintatran Daerah dalam
memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat

1. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum
yang melanggar ketertiban umum dan ketenteramarr
masyarakat.

2. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang
melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama
dilakukan belum diindahkan.

3. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang
melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam
waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum
diindahkan.

4. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh)
hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan
sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga
dilakukan belum diindahkan.

5. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar
orung/badan hukum tersebut unhrk menertibkan sendiri.

6. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu l (sattr) agar
orang/badan hulnrm tetsebut unhrk menertibkan sendiri.

7. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka
dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

Teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dalam menjalankan tugas:

1. melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.
2. melakukan pemetaan/mapping terhadap obyek atau lokasi

sasaran serta memikirkzrn emergency exit window.
3. pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang

di perlukan dalam pelaksanaan operasi.
4. apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi

membutuhkan banhran dari instansi terkait lainnya perlu
mengadakan koordinasi unhrk pelaksanaan tersebut.

5. sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan
kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan
termasuk kemungkinan ancarnan yang dihadapi oleh
dalam operasi.

F.



6. Mempersiapkan dan mengecek sega-la kebutuhan dan
perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.

7. setiap pehrgas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan
surat perintah trrgas.

Penertiban dilakuka' dalam ra,gka peningkatan ketaatan
masyarakat terhadap perahrran, tetapi tindakan tersebut hanya
terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara
kegiatan yang melanggar peraturan Daerah, pJraturan Bupati dan
produk hukum lainnya. sedangkan puhrsan final atas pelanggarar
tersebut merupakan kewenangan Instansi atau eelauat yang
benxrenang, untrrk itu penertiban disini tidak d,apat diartikan
sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dit-alflrkan oleh
sahran Polisi Pamong Praja adalatr tindakan Non-yustisial.

G. Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya
penertiban maka:

1. seorang Anggota Polisi pamong praja dalam setiap pelaksanaan
tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan
anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan
Perahrran Daerah, peraturan Bupati dan- produk hukum
lainnya dengan cara:
a. Mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama.
b. Tidal( memotong pembicaraan orang.
c. Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap

permasaJahannya.
d. Jangan langsung menyalatrkan ide/pendapat/keluhan/

perbuatan masyarakat.
e. Jadilatr pembicara yang baik.

2. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat
dilakukan adalah:
a. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud

kedatangannya.
b. Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan ytrtg

dilakukannya telah melanggar Perahrran Daerah, perahrran
Bupati dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu
maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan
atau undangan unhrk datang ke I(antor sahran polisi
Pamong Praja, unttrk meminta keterangan atas perbuatan
yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan
penyrluhan.

c. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat
Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan
tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati atau produk hukum lainnya.

d. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melalrukan
perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah,
Perahrran Bupati dan produk hulnrm lainnya, maka
kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan
bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

yang hanrs

dan tujuan



H. Langkatr-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Sahran Polisi
Pamong Praja.

1. Dapat melakr:Ican koordinasi sebelum melaksanakan
penertiban dengan instansi terkait antara lain:
a. Alat Negara.
b. Instansi terkait.
c. PPNS.
d. Kecamatan dan Kelurahan/desa.

2. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja:
a. Secara aktif & berkala memberikan pen5ruluhan dan

sosialisasi tentang Peraturan Daerah yg mengatur mengenai
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan
cara yang sopan.

c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan
hukrJm yang melanggar Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat .

d. Apabila orang/badan hukum melanggar Ketetiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat
peringatan.

3. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa :

Pra Operasi Penertiban:

a. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum
y arrg akarr ditertibkan.

b. Melakukan perenc€rna€Ln operasi penertiban dan
berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan,
kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.

c. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang
dilaktrkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Prada sendiri
maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan,
Polsek, dan Kodim).

d. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk
menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk
melalmkan kegiatan penertiban.

e. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk
menentukan jumlah pasukan yang akan dikeratrkan,
sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi
yarg terlibat serta pola operasi penertiban yang akart
diterapkan.

f. Pimpinan Pasukan memberikan aratran kepada Pasukan
yang akan melalnrkan Penertiban:
1) Bertindak tegas
2l Tidak bersikap arogan.
3) Tidak melakukan pemularlan/kekerasan

Menjunjung tings HAM.
4l Mematuhi perintah pimpinan.

(body contact).



5) Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :

pengecekan kendaraan.
kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.
Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).
Penyrapan Ambulance.
Menghindari korban sekecil apapun.

6) Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait
apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari
orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan
konflik dan kekerasan.

Pada saat operasi penertiban:

a. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
b. Melakukan penuttrpan / penyegelan,
c. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang

melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka
dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1) Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman
kepada orcrrg/ badan hukum tersebut.

2l Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang
dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.

3) Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan
buntu, maka petugas melakukan tindakan /upaya paksa
penertiban (sebagai langkah terakhir).

4) Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang
memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis
maka langkah langkatr yang dilakukan adalatr :

- Menahan diri unhrk melakukan konsolidasi sambil
memperhatikan perintah lebih lanjut.

- Mengamad<an pihak ymry memprovokasi.
- Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah

korban ke dua belah pihak.
5) Dalam upaya melalnrkan tindakan/upaya paksa oleh

petugas mendapat perlawanan dari orang/badan
hukum serta masyarakat, maka:
- Petugas tetap bersikap tegas unhrk melakukan

penertiban.
- Apabila perlawanan dari masyarakat menga.ncam

keselamatan jiwa petugas serta berpotensi
menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan
konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah
pimpinan lebih lanjut.

- Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai
dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk
melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.

- Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
- Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah

dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.



I. Pembinaan

1. Pembinaan Tertib Pemerintatran.

Melaksanakan piket secara bergiliran.
Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap
pengamErnan kantor.
Memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasErn
serta membenhrk pelaks€ulaan Siskamling bagr Desa dan
Kelurahan.
Memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi
ketertiban wilayah.
Melaksanakan kunjungan pengawasan dan pemantauan
dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan produk hulnrm lainnya.
Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegSatan yang
dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya
gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
Melakukan usaha dan kegiatan unhrk mencegah timbulnya
kriminalitas.
Mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izrn,
tempat usatra dan melakukan penertiban.
Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka
menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.
Melakukan berbagai usatra dan kegiatan sektoral.

2. Pembinaan Tertib Lingkungan:

a. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap
pengambilan pasir bahr (galian C) dalam rangka pelestarian
lingkungan.

b. Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai
pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan
lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan
masyarakat seperti pasar.

c. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usatra
dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk
rnenghasilkan barang produksi.

d. Melakukan usaha dan kegitan penanggulangan bencana
alam.

3. Pembinaan Tertib Sosial:

a. Preventif melalui penytrlrrtran, bimbingan, latihan,
pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik
kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang
diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan,
pengemis dan WTS.

b. Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk
mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada
perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka
sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.

a.
b.

c.

d.

e.

g.

h.

i.

j.



J.

c. Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan,
pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran
kembali ke kampung halaman unttrk mengembalikan peran
mereka, sebagai warga masyarakat.

d. Mengadakan penertiban agar aktifrtas pasar dapat bedalan
lancar, aman, bersih dan tertib.

e. Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap
warung toko, rumah makan ymrg melakukan kegiatannya
tanpa dilengkapi dengan izin usaha.

f. Melakukan kedasama dengan Dinas/Instansi terkait dan
aparat keamanan dan ketertiban kawasan latran/parkir.

g. Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap para
pelanggar Peraturan Daeratr, Perattrran Bupati dan produk
hulflrm lainnya.

h. Melakukan Pembinaan mengenai peningkatan kesadaran
masyarakat ddam membayar pajak dan retribusi yang
ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan
kegiatan.

Administrasi

1. Persiapan:

a. Penetapan sasaran, wakhr dan objek yalg akan diberikan
pembinaan.

b. Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan.
c. Mengadakan survey lapangan.
d. Mengadakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan

aparat keamanan dan ketertiban lainnya.
e. Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir,

surat perintatr, surat teguran dan surat panggilan terhadap
masyarakat yang melakukan pelanggaran Peratrrran
Daerah, Perattrran Bupati dan produk hukum lainnya.

f. Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskart
maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas
melalnrkan pembinaan.

2. Pelaksanaaur:

a. Sebelum menuju sasar€rn bagr anggota Sahran Polisi
Pamong Praja yang berEugas melakukan pembinaan terlebih
datrulu memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan
perlengkapan yang akan dibawa.

b. Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat yang berhubungal dengan
lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan
Dinas/ Instansi terkait.

c. Benhrk koordinasi ketertiban umum dan ketenterama:r
masyarakat di Daerah dilakukan sesuai dengan keperluan :

1) Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait.
2l Rapat koordinasi pelaksarlaan.
3) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan

kewenartgan.



Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi
maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh
penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan
tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu
diserahkan kepada si penerima dan satu lagr sebagai arsip
untro.k memudahkan pengecekan.
Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung
wawancara, bagr pehrgas pembina harus mempedomani
teknik-telndk berkomunikasi dengan memperhatikan sikap
dan sopan santrrn dalam berbicara.
Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan
dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut
dengan dibuatkan notulen atau hasil
pembahasan / pembicaraannya.

3. Evaluasi:

a. Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat, baik yang dilakukan secara
rrrtin, insidentil maupun operasi gabungan segera
melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Prqia
dan dari Kepala Satrran Polisi Pamong Praja meneruskan
kepada Bupati.

b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan
menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada kepala
Satuan Polisi Pamong Preia dan/atau yang
memerintahkannya.

c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus
dengan hasil evaluasinya.

III. PENGAWAI,AN PP^IABAT/ ORANG-ORANG PENTING

A. Ruang Lingktrp:

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting
dilakukan dengan cara:
1. Pengawalan dengan sepeda motor.
2. Pengawalan dengan kendaraan mobil.

B. Pelaksanaan:

1. Pengawalan dengan sepeda motor

a. Persiapan:

1) Memakai Pakaian Dinas L,e.pangan (PDL).
2l Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:

- Perlengkapan Perorangan, helm, pentungan, borgol
dan dapat diperlengkapi dengan senjata aPi (bagt
yang mempu.ny ar iilrL).

- Kendaraan Ktrusus dilengkapi peralatan yang
dibutuhkan.

- Pengemudi diutamakan memiliki kopetensi
pendidikan pengemudi / memiliki SIM.

d.

e.



3) Men5rusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah
Pengawalan.

b. Pelaksanaan:

1) Dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada
posisi berjajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda
motor.

2l Pejabat/VlP sudah berada didalam kendaraan dan siap
menerima laporan kesiapan dari pengawal.

3) Komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan
laporan siap melakukan pengawalan.

4l Sepeda motor berjqiar dengan sepeda motor lainnya
berangkat menuju hrjuan.
Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.
fiba di tujuan :

- Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan.
- Berhenti dan parkir ditempat yang am€u1.
Selesai acara akan kembali ke kantor :

- Sepeda motor telah siap.
- Komandan Operasi laporan ke ajudan siap

pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan
waktu perjalanan menuju ttrjuan.

fiba di Kantor:

Setelah sepeda motor
laporan kepada qjudan
dilaksanakan.

c. Laporan Hasil Kegiatan:

1) Membuat laporan tertulis sesuai format y{Lg tersedia.
2) Membuat laporan Iangsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindak segera.

2. Pengawalan dengan kendaraan mobil:

a. Persiapan:

1) Memakai Pakaian Dinas tapangan (PDL).
2l Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:

- Perlengkapan perorang€rn, helm, penhrngan, borgol,
tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api
(bag yang mempunyai l.z;rn).

- Kendaraan Khusus dilengkapi peralatan yaurlg
dibuh:hkan.

3) Menyrrsun jadwd, daftar petugas dan Surat Perintah
Pengawalan.

b. Pelaksanaan:

1) Pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang
kesiapan kendaraan.

2l Komandan Operasi menyiapkan regunya 6
untuk naik ke kendaraan dan siap
pengawalan.

s)
6)

7)

8)

di parkir, Komandan Operasi
bahwa pengawalan telah selesai

(enam) orang
melakukan



3) Komandan operasi menuju ke ajudan dan melaporkan
kesiapannya untuk melakukan pengawalan.

4) Komandan operasi naik ke kendaraan duduk
bersebelahan dengan pengemudi, dan memerintahkan
pengemudi untuk menjalankan kendara€u:r.

5) !:lunq" pedalanan lampu dinyalakan d.an sirine hidup.6) Tiba dihrjuan:
- Sebelum berhenfi berikan tanda/isyarat pelan.
- Berhenti dan parkir ditempat yang €rman-
- Anggota Operasi turun dan menyebar melalrukan

pengawalan.
7l Selesai acara akan kembali ke Kantor:

- Kendaraan dan Anggota Operasi telah siap.
- Komandan Operasi laporan ke qiudan siap

pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan
waktu perjalanan menuju tujuan.

8) Tiba di Kantor: Setelah kendaraan berhenti, selumh
Itggotr Operasi turun, Komandan Operasi laporan
kepada ajudan batrwa pengawalan telah slresai
dilaksanal<an.

c. [.a,poran Hasil Kegiatan:

1) Membuat laporan terfulis sesuai foruratyang tersedia.2) Membuat laporan rangsung terhadap- keJadian yang
memerlukan tindak segera.

TV. PEI.AKSANAAN PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENTING

A. Ruang Lingkrrp

Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong praja antara lain :
1. R*"| Dinas Bupati Tapin, Wakil Bupati Tapin dan Sekretaris

Daerah Kabupaten Tapin
2. Sekitar Kantor Sekretariat Daeratr Kabupaten Tapin dan Kantor

DPRD Kabupaten Tapin.
3. Lokasi Kunjungan Kerja pejabat pemerintah Daerah.
4. Tempat Kedatangan dan Tempat Ttrjuan Tamu VIp.
5. Gedung dan Aset penting.
6. Upacara dan Acara penting.

B. Pelaksanaan

1. Rumah Dinas Pejabat pemerintatr Daeratr:

a) Persiapan:
- Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (pDL II)
- Melakukan Kedasama dengan Dinas/Instansi terkait.

b) Pelaksanaan:
- Merencanakan pen5ru$rnan jadwal dan petugas yang

akan melakukan tugas di Rumah Dinas.
- Membuat Berita Acara pelimpahan hrgas dengan pehrgasjaga pengganti yang ditandatangani otetr- yang

melimpahkan dan yang menerima pelimpatran tugas.



- Mencatat dan mengenali identitas setiap tarnu yang
berkurliung.

- Melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pinhr gerbang
pada saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan
Rumah Dinas.

- Mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-s\tara lain
yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh
penelpon.

- Mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama
melakukan hrgas jaga.

- Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap
petugas pelayanan seperti petugas telpon, PAM, listrik
dan lain-lain.

- Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif
disetiap tempat yang tersembunyr dan kurang mendapat
perhatian.

- Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang
atau sejenisnya serta para pencari sumbangan
(perorangan, yayasan dll).

c) laporan Hasil Kegiatan:
- Membuat laporan terhrlis sesuai format yang tersedia.
- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindak segera.

2. Sekitar Ruang Keda Pejabat Pemerintah Daerah:

a) Persiapan:
- Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

- Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

b) Pelaksanaan:
- Melakukan Pemeriksaan di lingln:ngan Ruang Keda

Pejabat sebelum yang bersangkutan tiba.
- Melakukan Koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan

Pejabat yang bersanglmtan.
- Melakukan Pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada hari

yang bersanglmtan dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan
datang.

- Memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada
Pejabat tersebut bilamana diperlukan.

- Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang
berkunjung.

- Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif
setiap tempat yang tersembunyi dan ln-uang mendapat
perhatian.

- Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang
atau sejenisnya dan para pencari sumbangan
(perorangan, yayasan dll).

- Mengingatkan kepada Tata Usaha unttrk melakukan
pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air,
Pemadam Kebakaran, AC, tempat penyimpanan
dokumen/arsip dll, setelatr Pejabat yang bersanglimtan
rneninggalkan tempat. "

\



3.

- Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor
atau sampai dengan batas wakhr Pejabat meninggalkan
tempat.

c) laporan Hasil Kegiatan:
- Membuat Laporan tertulis sesuai format yang tersedia.
- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindak segera.

Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerinta-tr Daerah:

a) Persiapan:
- Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
- Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

b) Pelaksanaan:
- Melal<ukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap objek

dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi
kunjungan kerja pejabat.

- Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap
situasi dan kondisi disekitar lokasi kr:njungan keda
pejabat.

- Melalinrkan pengawasan dan pengecekan secara intensif
setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat
perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat.

- Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan keda
pejabat.

- Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat,
bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan
berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali
dipegang/ disentuh serta melokalisir dan memberi tanda
pada tempat yang dicurigai tersebut.

- Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada
dilokasi kunjungan kerja pejabat.

- Melal<ukan koordinasi dengan pihak protokoler
berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan
acara y {tg al<an dilalcsanakan.

- Melaktrkan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau
pihak yang bertanggungiawab melaksanakan kegiatan
tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu
undangan yang akan diundang menghadiri acara
dimaksud.

- Melaktrkan koordinasi dengan /arrftar unsur pengamanan
lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

- Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas
penjagaan dilapangan.

c) ["aporan Hasil Kegiatan:
- Membuat laporan tertulis sesuai format y{tg tersedia.
- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindak segera.



4. Tempat Kedatangan dan Tempat T\rjuan Tamu/Delegasi VIP:

a) Persiapan :

- Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

- Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

b) Pelaksanaan:
- Melakukan penjagaEm dilingkungan tempat kedatangan

dan tempat hrjuan Tamu/Delegasi.
- Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek

dan benda benda di lingkungan tempat kedatangan dan
tempat ttrjuan, sebelum para tamu/delegasi tiba dilokasi.

- Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap
situasi dan kondisi di lingkr:ngan tempat kedatangan dan
tempat tujuan.

- Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif
setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat
perhatian.

- Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
penting/menonjol di tempat kedatangan dan tempat
tujuan.

- Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat,
bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan
berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali
dipegang/ disenhrh serLa melokalisir dan memberi tanda
pada tempat yang dicurigai.

- Mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan
orang-orang yang berada dilingkungan tempat
kedatangan dan tempat ttrjuan.

- Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler
berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan
acara yang akan dilaksanakan.

- Merakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara
atau pihak yang bertanggungiawab melaksanakan
kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar
tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara
dimaksud.

- Melalnrkan koordinasi dengan / e.rrtar unsur pengamanan
lainnya dengan menggunakarL alat komunikasi yang ada.

- Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas
penjagaan dilapangan.

c) Laporan Hasil Kegiatan:
- Membuat laporan tertulis format yang tersedia.

- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.



5. Penjagaan Gedung dan Aset Penting

a) Persiapan :

- Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL.II).

- Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

b) Pelaksanaan:
- Menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis

gedung/ asset beserta lokasinya.
- Merencanakan dan menyiapkan petugas iaga.
- Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola

Gedung/Asset.
- Melakukan pendataan/bukti kepemilikan Gedung/Asset,

gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan
pengecekan dilapangan.

- Melakukan komunikasi secara teratur dan
berkesinambungan dengan petugas jaga / Dinas / Instansi /
Pengelola Gedung/Aset.

- Merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas
perlengkapan yiltg digunakan untuk memonitor
Gedung/Aset.

c) Laporan Hasil Kegiatan :

- Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.
- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindak segera.

6. Upacara dan Acara Penting :

a) Persiapan:
- Memakai Pakaian Dinas L,apangan II (PDL.ID

- Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

b) Pelaksanaan:
- Merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan

menjaga di Unglflrngan tempat upacara/acara penting.
- Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek

dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai.
- Melakr,rkan koordinasi penga lalu lintas disekitar

lokasi.
- Mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta

upacara menuju tempat parkir yang disediakan.
- Melakukan penertiban terhadap para pedagang penjaja

barang atau sejenisnya dilokasi.
- Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap

sihrasi dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara
dimulai.

- Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif
setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat
perhatian di lingkungan lokasi.

- Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
penting/ menonjol disekitar lokasi.



- Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat,
bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan
berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali
dipegang/ disentuh serta melokalisir dan memberi tanda
pada tempat yang dicurigai.

- Mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu
undangan dan orang-orang yang berada dilokasi.

- Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau
pihak yang bertanggungiawab melaksanakan kegiatan
tersebut berkenaan dengan judah dan daftar tamu
undangan yang akan diundang menghadiri acara
dimaksud.

- Melalqrkan koordinasi dengan la:rrta.;l. unsur pengamanan
lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

- Sating memberikan informasi dalam melakukan tugas
penjagaan dilapangan.

c) l,aporan Hasil kegiatan:
- Membuat laporan terhrlis sesuai format yang tersedia.
- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang

memerlukan tindat< segera.

V. PATROLI

A. Ketentuan Patroli

1. Ruang Lingkup

Tempat tempat atau lokasi yang dianggap rawarl
Antar batas wilayah
Tempat keramaiart / hiburan

2. Ketentuan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan patroli ada beberapa persyaratan penting
yang harus dimiliki oleh setiap pettrgas patroli:

a. Setiap pehrgas harus memiliki kewibawan yang tercermin
dalam jiwa pengaMian y{tg penuh etika dengan rasa
tanggung jawab.

b. Dalam melaksanal€n hrgas harls dapat menarik rasa
simpati masyarakat.

c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
tanpa mengenyampingkan ttrgas pokok yang dilaksanakan.

d. Setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka
terhadap situasi linglmngan dan arif dalam menangani
suatrr peristiwa serta dapat melaporkannya dengan benar.

e. Pettrgas patroli harus memiliki sifat tertenhr antara lain:
- Ulet dan tahan uji.
- Memiliki sifat ingrn tahu.
- Memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan

dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari
masyarakat.

- Menyadari bahwa tugas adalah dari pemerintatr.

a.
b.
c,



- Mampu memahami serta menampung apa yang
mempakan keinginan/ aspirasi masyarakat.

- Ramah, sopan dan saltun serta menghargai setiap orang.
f. Perlunya dibuat pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk

melaksanakan kegiatannya ditempat keramaian seperti
pasar dan pertokoan.

Beberapa pengetahuan dasar yang hams dimiliki setiap
petugas patroli:

a. Pengetahuan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau

kegiatan yang ada Peraturan. Daerahnya.
c. Pengetatruan dan Penguasaan tentang suattr

Daerah/ wilayah, misalnya:
- L€tak dan wilayah tersebut.
- Gedung-gedung Pemerintatr dan Instansi-instansi vital.
- Jalan-jalan lorong dan gang-gang.

- Jenis usaha masyarakat, pekerjaan dan keadaan
ekonomi masyarakat.

- Pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang penting.
- Keadaan lingkungar.
- Pengetahr:an tentarrg sumber-sumber penyebab dari

segala macam bentuk gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat antara lain:

- Segala bentuk yang terkait dengan penyakit masyarakat.
- L,okasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran

[WTS/ lokasinya).
- Tempat-tempat hiburan (bar/night club, cafe, diskotik

dan lain-lainnya).
- Tempat-tempat usaha yang mempunyai dampak negatif

terhadap lingkungan.

3. Petunjuk dalam patroli meliputi :

a. Sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua
kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan
pimpinan.

b. Unhrk Patroli berjalan kaki :

1) T\rgas patroli dimulai sejak keluar dari kantor,
2l Dilakukan rninimal 2 (dua) orang.
3) Patroli pada siang hari sebaikny" di Daerah pasar dan

pertokoan yang dianggap rawan.
4) Usahakan unhrk mengenal Daerah patroli.
5) Dalam melaksanakan patroli perhatian harus ditujukan

kepada hal-hal yang menyangkut dengan Peraturan
Pemerintatr Daerah serta dicatat untuk dilaporkan
kepada pimpinan.

6) Dalam hal tertentu diwajibkan unhrk bertindak segera,
yaitu:
- Dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan

dan Keindahan).
- Terjadinya kebakaran.
- Bencana alam.



c.

Walaupun setiap patroli dituntut/diharuskan unhrk berani
mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya,
akan tetapi tindakannya itu hanrs didasarkan kepada
norrna-norma dan peraturan yang berlaku.
Untuk Patroli dengan kendaraan bermotor:
1) Ketentuan dan petunjuk untuk patroli berjatan kaki

berlaku pula bagi patroli dengan kendaraan bermotor.
2l Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan:

- Berkendaraan sepeda motor.
- Berkendaraan mobil.

3) Persiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa
kelengkapan kendaraan sebagai berikut:
- Bensin, oli.
- Ban roda.
- Perkakas kendaraan termasuk dongkrak/lnrnci roda

dlt.
- Rem, air accu dll.
- Perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.

4) Beberapa ketentuan tentang patroli dengan kendaraan
bermotor terhadap peraturan Ialu lintas:
a) Beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang

lainnya.
b) Taati peratrrran lalu lintas.
c) Jalankan kendaraan dengan kecepatan yang

semestinya.
d) Jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak

sangat perlu sekali.
e) Jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang

berlebihan pada malam hari.
5) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan

terhadap Peraturan Daerah (seperti bangunan liar,
pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat
usaha yang menggganggu linglnrngan/ketertiban umum
maupun tidak mempunyai surat ii'llrt usaha tempat
usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban
umum):
a) Ambil langkah-langkatr atau tindakan pertama

benrpa penyuluhan, teguran dan peringatan.
b) Catat dan laporkan pada pimpinan.
c) Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan

dengan penyakit masyarakat:
- Apakah ada gelandangan/pengemis jalanan yang

beroperasi di jalan'jalan dengan meminta-minta
uang kepada pengendara kendaraan bermotor.

- Apakah ada Wanita Tuna Susila [WTS) dijalan
pada malam hari.

- Apakah ada tempat-tempat/orang-orang yang
meqiual minuman keras secara terbuka dan
lainnya.

6) Cara melaksanal<an komunikasi sosial dalam rangka
ttrgas.



7',| Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk
tatap muka perorangan, kelompok dan dengan massa.
Komunikasi Sosial dilaksanakan bersifat:
a) Penerangan, artinya memberikan penerangan agff

lawan bicara mengetatrui dan mengerti tentang
sesuattr hal, misalnya penerangan tentang hrgas
pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

b) Penyuluhan dan bimbingan. Disini diperlukan
pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Daeralr,
Perattrran Bupati dan produk hukum lainnya.
Pehrgas hams memberikan penyuluhan dan
pengetahuan (sosialisasi) tentang peraturan yang
ada yang menyangkut dengan kewajiban sebagai
orang warga negara yang baik misdnya:
- Bagr pedagang kaki lima tidak dibenarkan

be{ualan diatas trotoar dan badan-badal jalarr.
- Setiap pengusaha hartrs memiliki surat iztn

tempat usatra yang dikeluarkan Pemerintah
Daerah,

- Setiap orang yang mendirikan bangunan harus
mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan.

- Memberikan penytrluhan tentang segala sesuatu
yang menyangkut dengan K3 (Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan) Kota.

- Memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang
sifatnya untuk menegakkan Peraturan Daerah
dan menjaga ketertiban umum.

Penggalangan Dalam hal ini pettrgas berkewajiban
unfuk mengajak masyarakat agar mau mentaati aturan
yang ada, sadar akan kewajibannya untuk membayar
pajak serta masyarakat mau menjaga dan menciptakan
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota.
Petunjuk Ktrusus Tentang Teknik-teknik
Berkomunikasi:
4 Jadilah pembicara yang baik.
b) Tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut

adat kebiasaan yang berlalcu dengan suara yang
wajar, sikap yang ramatr.
Mengenalkan diri secara lengkap.
Kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang
dihadapi.
Beri kesempatan orc:eg untuk berbicara.
Jadilatr pendengar yang bijaksana.
Dengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan
seksama,
Jangan memotong pembicaraan mereka.
Hadapi dengan singkat pembicaraan mereka.
Tunjukan contoh tauladan dari sikap dan perilalm
sehari-hari sebagai Polisi Pamong Praja yang baik.

8)

e)

c)
d)

e)

0
s)

h)
0
i)

\



4. Bentuk dan Cara :

a. Bentuk-bentuk Patroli :

Tlrgas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai
berikut:

Patroli Pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan
pengamatan suatrr Daerah tertenttr dalam jangka waktu
24 Jam.
Patroli khusus dalam rangka pelahsanaan tugas yang
bersifat represif.

b. Cara Patroli Sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah,
sasaran yang ada serta hrgas dan tujuan, maka cara-cara
yang dapat digunakan unh:k melaksanakan tugas Patroli
adalah:
1) Patroli berjalan Kaki.

Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak
dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli
berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin
hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosidisasi
dan pelayErnan masyarakat.

2) Patroli bersepeda motor.
Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi
suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli
bedalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.

3) Patroli kendaraan roda empat atau lebih.

Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi
suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli
bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan
perlu tenaga operasional yang lebih banyak.

Perlengkap an / Peralatan :

a. Perlengkapan/Peralatan perorangan, terdiri dari:

- Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
- Karhr Tanda Anggota.
- Ikrhr Tanda Penduduk.
- Pluit.
- Pentrrngan.
- Senter.
- Buku saku dan alat tulis.
- Topi/helm.
- Kopelrim.
- Jaket.
- Borgol.
- Senjata Api (bagi yang mempunyai rnnl.

5.



Perlengkapan/Peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari :

- Perlengkapan Perorangan
- Pentungan
- Borgol
- Senjata api (bagi yang mempunyat ii-Lri.

Perlengkapan/Peralatan Patroli Bersepeda Motor terdiri
dari:
- Perlengkapan perorangan
- Pentungan
- Borgol
- Senjata api (bagi yang mempunyai izrnl.
- Sepeda Motor Dinas dengan perlengkapan : Surat Izin

Mengemudi, STNK dan Peralatan kunci

Perlengkapan/Peralatan Patroli Kendaraan roda empat
terdiri dari:
- Perlengkapan perorangan.
- Pentungan.
- Borgol.
- Senjata api (bagi yang mempr:rryai izri.
- Kendaraan dengan perlengkapan: SIM (bag

Pengemudinya)., STNK, Lampu Patroli, La.mpu Sorot,
Sirine, Kotak P3K, Kunci-kunci dan dongkrak, dan alat
pemadam kebakaran.

e. Ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus
disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah serta sifat
dan hrjuan penugas€rn patroli.

B. Pelaksanaan Paffoli

l. Pen5rusunan rencana pelaksanaan

Perencanaan T\rgas Patroli hams dibuat dengan
memperhatikan:

Keseimbangam antara cara dan sarana dengan sasarannya,
Terlaksananya kedasama Satuan Polisi Pamong Praja
dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat
mencapai dayaguna dan hasilguna.
Sebab dan akibat yang timbul, yang memulgkinkan Satuan
Polisi Pamong Preja harts bertjndak sebaiknya dapat
diketahui terlebih dahulu. Terjadinya pelanggaran yang
dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat mempakan akibat dari
suatu sebab. Karena itu setiap perencanaan, trrgas patroli
harus didasarkan kepada perkiraan keadaan.
Perencanaan Tlrgas Patroli harus disesuaikan dengan tugas
Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan yang
berlaku serta mengemban misi untuk mensosialisasikan
berbagai perattrran penrndangan yang ada, kepada
masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.

b.

c.

d.

a.
b.

c.

d.



2. Surat Perintatr Patroli

Setiap akan melaksanakan patroli harus membawa surat
Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Sattran Polisi Pamong
Praja, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam Surat Perintah Patroli harus dicanhrmkan jumlah

dan nama serta pangkat berikut NIP personil patroli yang
akan diberangkatkan.

b. Untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang
tugas pokok yang harrrs dilakukan, disamping ittr diadalcan
pembatasan terhadap personil patroli untuk menjaga
disiplin.

c. Surat Perintatr Patroli ditanda tangani oleh Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin

Pelaksanaan

a. Patroli:

Patroli biasanya dilaksanakan dalam kota.
Penugasan Patroli cukup dicanhrmkan dalam jadwal
patroli pada buku mutasi.
T\rgas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan
teliti, setiap tugas patroli hams senantiasa
memperhatikan, apa yang hanrs didengar dan dilihat,
supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang hams
dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan.
Setiap kejadian harus dicatat di buku.
Tugas Patroli dapat dilatrukan dengan sistem sebagai
berikut:
- Patroli blok, yaitu patroli yarg dilakukan dengan

berjatan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap
merupakan tempat yang rawan tehadap ketertiban
umum.

- Patroli kawasan, yaihr patroli yang dilakukan dengan
kendaraan bermotor karena Daerahnya lebih luas,
misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan
kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatrr yang
berhubungan dengan ketertiban umum.

- Patroli Kabupaten dan Kota, yaitu pengawasan
terhadap Kabupaten dan Kota menyangkut ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta
penegakan Peratrrran Daerah, Peraturan Bupati dan
produk hukum lainnya.

3.

1)

2)

3)

4l
s)



4.

b. Patroli Pengawasan:

1) Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang
bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut
kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau
beberapa tempat yang menurut perkiraan akan
timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta upaya penegakan
Peraturan Daeratr yang ada.

2l Tugas dari patroli adalah :

- Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- Melaksanakan pembinaan masyarakat.
- Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang

mengenai tugas dan fungsi Sahran Polisi Pamong
Praja.

- Mensosialisasikan kebijakan Pemerintatr yang terkait
dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menamPung
sar€rn-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan
Kebijakan Pemerintah.

c. Patroli Khusus

1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang
diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang
bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai
tuntutan a kebutuhan yang ada dalam upaya
penegakan ketertiban umum.

2l T\rgas dari patroli adalah:
- Melakukan penindakan terhadap semua pelartggaran

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan
Perattrran Daerah.

- Menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan
perintah khusus dari pimpinan unhrk melakukan
penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata
melanggar ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dan Peraturan Daerah.

Laporan Hasil T\rgas Patroli

Apabila telah selesai atau kembali dari tugas, segera membuat
laporan tugas Patroli yang diserahkan kepada Kepala Satuan
poUsi Pamong Praja L,aporan Hasil T\rgas Patroli, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. setelah kembali dari patroli, Kepala Tim Patroli yang
dituduk harus melapor kepada Komandan Regu d.l"rl
wakhr 24 jam dal menyerahkan laporal tertulis, berisi
semua hal yang menyangkut penugasannya.

b. Setelah menerima laporan dari Kepala Tim, Komandan
Regu harus melapor kepada Komandan Pleton dalam waktu
24-jan dan menyerahkal laporan tertulis, berisi semua hal
yang menyangkut Penugasannya. ;



c. Setelah menerima laporan dari Komandan R"g,r, Komandart
Pleton harus melapor kepada Kepala Seksi Ketenteraman
dan Ketertiban Umum dalam waktu 24 jam dan
menyerahkan laporan tertulis, berisi semua hal yang
menyangkut penugasannya.
Setelah menerima laporan dari Komandan Pleton, Kepala
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum harus melapor
kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapin dalam waktu 24 jam dan menyerahkan laporart
terhrlis, berisi semua hal yang menyangkut penugasannya.


